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ABSTRAK

HERLINA HALID, E 121 06 908, Jurusan Ilmu Pemerintahan Konsentrasi
keagrariaan Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik Universitas Hasanuddin, dalam *
Pelayanan Pemerintah Dalam Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah
Adat ( Studi kasus Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang). Dibawah bimbingan
Bapak Dr.Hasrat Arief 5,MS, dan Bapak H.Suhardiman Syamsu,S.50s,M.5i.

Penelitian in1 bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan pemerintah
dalam proses penerbitan sertipikat beserta faktor-faktor pendukung dan penghambat
dalam proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah adat tersebut di Kecamatan
Paleteang Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara bebas dan dengan mengunakan
pedoman wawancara dalam benuk Quisioner, pengumpulan data juga dilakukan
dengan observasi, dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara
kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam
skripst ini.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelayanan pemerintah dalam proses
penerbitan sertipikat hak milik atas tanah adat belum berhasil dari segi pelayanan
para petugas BPN karena banyaknya tanggapan responden vang mengatakan bahwa
para petugas tersebut kurang ramah dan proses penerbitan sertipikat Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Pinrang dilakukan melalui pendafiaran tanah secara sporadic.
(2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses penerbitan
sertipikat hak milik atas tanah. Adapun Faktor pendukung dalam proses penerbitan
sertipikat hak milik atas tanah adat yaitu: kesadaran oleh pemilik tanah akan
pentingnya legitimasi hukum terhadap hak atas kepemilikan tanah, sosialisasi
pemeriniah untuk menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya memilik sertipikat.
Sealin faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat dalam proses penerbitan
sertipikat hak milik atas tanah adat yaitu: Kurangnya atau terbatasya tenaga pelaksana
pendaftaran tanah, termasuk tenaga pengukur dan pemetaan, kurangnyva penyuluhan
terhadap masvarakat awam, pungutan biaya terkadang mahal.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, Pembangunan bukan hanya mengejar
tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya akan
tercapai juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh
rakyat. Untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu, pemerintah
selaku pennyelenggara kesejahteraan rakyat telah berupava dengan melaksanakan
pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu dan terus menerus sejak Pelita |
sarnpai dengan sekarang ini.

Demikian pula pembangunan di bidang pertanahan yang tak kalah
pentingnya dengan pembangunan di bidang lain yang pelaksanaannya secara terus
menerus  ditingkatkan baik dalam penpgunaannya maupun dalam status
kepemilikannya. Masalah tanah merupakan masalah yang sangat peka dan banvak
menarik perhatian, sehingga banyak timbul konflik diantara anggota masyarakat
berawal dari persoalan tanah. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia
karena mereka hidup dari tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara

mendayagunakan tanah,
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Masyarakat Indonesia yang susunan kehidupannya termasuk
perckonomiannya masih bercorak agraris, sehingga bumi, air, dan ruang angkasa
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting dan
dikuasai oleh negara untuk kescjahteraan rakyst sebagaimana ditegaskan dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat *.

Kegiatan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria
Mo. 5 Tahun 1960 penanganannya harus lebih ditingkatkan, sehingga pelaksanaan
pemberian hak atas tanah kepada masyarakat pemohon benar-benar sesuai dengan
persyaratan administrasi termasuk pemilikan sesuatu hak atas tanah,

Adapun alasan mengapa penulis membahas masalah “Pelayanan
pemerintah dalam proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Adart™,
karena munculnya berbagai pendapai vang mengatakan bahwa tanah adat sudah
tidak ada lagi. Semenjak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria tanggal 24
September 1960 (UUUPA) dan menganggap bahwa tanah adat tidak dapat
diterbitkan sertifikatnya. Atas dasar itulah penulis ingin menjelaskan bahwa
scbenarnya tanah milik adat (TMA) adalah tanah-tanah yang dikuasai dan telah
terdaftar sebagai objek pajak sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria
tanggal 24 September 1960 (UUPA), dan sebenarnva tanah adat itu sampai
sekarang masih ada serta masih banyak, khususnya di Kabupaten Pinrang. Dan
pada dasamya tanah adat bisa diterbitkan sertipikatnya melalui proses konversi
dengan cara pendaftaran tanah baik secara sistematis maupun secara sporadik.
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Sepintas terlihat Pelayanan pemerintah dalam proses penerbitan sertipikat
hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang berjalan dengan
baik, namun pada kenyataannya masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk lebih
memperlancar pelaksanaan penerbitan sertipikat tersebut, baik dari pihak Kantor
Pertanahan (Staf Kantor Pertanahan) seperti tindakan birokrasi yang kaku,
pelayanan yang tidak memuaskan, maupun dari pibak masyarakat/badan hukum
selaku pemohon yang mempunyai kepentingan di bidang Pertanahan, seperti
ketidakjelasan identitas pemilikan dan pembayaran yang biasa tidak prosedural,

Hambatan lain wvang dapat kita lihat masih banyaknya masvarakat
tidak/belum mengetahui tentang prosedur penerbitan sertipikal hak atas tanah,
subjek dan objek tanah dimohon tidak jelas, kurangnya atau terbatasnva ahli
pengukuran dan pemetaan itu semua merupakan hambatan dan pelaksanaan
penerbitan sertipikat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, berbagai kebijaksanaan telah ditempuh
oleh pemerintah khususnya di bidang kelembagaan. Peningkatan status
kelembagaan itu dimaksudkan agar supaya dalam menangani tugas-tugas yang
amat penting di bidang Pertanahan dapat lebih efektif dan efisien dalam rangka
mewujudkan catur tertib Pertanahan dan pelayanan kepada masvarakat lebih
memuaskan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas maka penulis tertarik memilih
Judul Pelayanan Pemerintah Dalam Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas

Tanah Adat (Studi Kasus Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang)”.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalah dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelayanan pemerintah dalam proses penerbitan sertipikat hak

milik atas-tanah adat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang 7

2. Faktor-faktor apa sajakah vang menjadi penghambat dan pendukung dalam

pelaksanaan penerbitan sertipikat tersebut 7

1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian
a. Tujuan

Tujuan yang dicapai setelah melakukan observasi adalah :

l. Untuk mengetahui pelayanan pemerintah dalam proses penerbitan sertipikat
hak milik atas tanah milik adat termasuk kelengkapan yang harus
dipersiapkan / dimiliki oleh setiap pemohon.

2. Untuk mengetahui Faktor faktor pendukung dan penghambat proses
penerbitan sertipikat.

b. Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang bagaimana
pelayanan pemerintah dalam proses penerbitan sertipikat hak milik atas
tanah.

2. Dari segi praktis penulis dapat mengetahui bagaimana pelayanan pemerintah

dalam proses penerbitan sertipikat pada kantor pertanahan, dan sekaligus
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dapat membandingkan antara teori yang didapat di bangku kuliah dan
kenyataannya ada dilapangan.
1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk :

a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci

b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek
vang berlaku

¢. Membuat perbandingan antara teori yang diperoleh dengan praktek yang
teryach di lapangan.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu kantor pertanahan di Sulawesi Selatan
tepatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dan di kecamatan Paleteang
Kab.Pinrang.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer : Data yang diperoleh dan hasil wawancara langsung dengan
Kepala Seksi survey, Pengukuran dan pemetaan , kepala seksi hak tanah dan
pendaftaran tanah, kepala seksi Sengketa konflik dan perkara, dan wawancara
dengan beberapa pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, serta

dengan beberapa orang masyarakat selaku pemohon,
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2. Data Sekunder : Data yang berupa informasi dalam laporan dan peraturan-
peraturan yang tertulis serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan
judul,

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

. Wawancara langsung dengan para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten
Pinrang.

2. Wawancara langsung dengan beberapa masyarakat selaku pemohon.

3 Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pelaksanaan
Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Milik Adat di Kabupaten Pinrang.

4. Studi kepustakaan wyakni dengan mempelajari literatur-literatur mengenai
administrasi pertanahan terutama proses penerbitan sertipikat,

1.4.5 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat selaku pemohon
penerbitan sertifikat hak milik atas tanah adat di kec.Paleteang kab.Pinrang.

Teknik penarikan sampel dilakukan secara proposive dengan jumlah responden 23

Orang. Selain itu penelitian ini juga mewawancaral sejumlah informan dengan

komposisi sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pertanahan 1 orang
2. Sekretaris Kantor Pertanahan | orang
3. Kepala seksi pengukuran beserta team 3 orang

4, Kepala seksi Hak atas tanah beserta anggota 3 orang
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3. Kepala seksi sengketa konflik dan perkara
Pertanahan | orang
6. Petugas Loket 3 orang
1.4.6 Analisa Data
Dari semua data yang diperolch (data primer dan data sekunder) dalam
penelitian ini, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan dukungan table
frekuensi dan hasil tabulasi silang beberapa variable yang relevan dengan tujuan
penelitian.
1.4.7 Keranghka Konseptual
Masalah pertanahanan mempunyai arti sangat penting bagi sernua orang.
Tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka, lebih-lebih bagi rakyat
pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang. Dalam era
pembangunan saat ini peranan tanah bagi manusia sebagai pemenuhan kebutuhan
akan meningkat, baik sebagai tempat bermukirn maupun untuk kegiatan usaha
Tanah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting terhadap kehidupan
lingkungan masyarakat. Sebab, sebagian besar kehidupan manusia tergantung pada
tanah. Selain sebagai tempat tinggal juga sebagai sumber penghidupan orang yang
mencari nafkah. Mengingat betapa pentingnya fungsi dan peranan tanah itu bagi
kehidupan manusia maka tidak heran jika setiap orang berkeinginan memiliki
tanah yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal dan ontuk dijadikan lahan
pertanian dan perkebunan. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan

akan tanah diperlukan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang



pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan pertama-
tama memerlukan tersedianya perangkat hukum vang tertulis lengkap dan jelas,

Sebelum pemerintah memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas
tanah bagi pemilik yang berhak atas tanahnya yang berupa surat keterangan
khusus yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor
Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku,
yang discbut sertipikat hak atas tanah.

Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah maka hak milik atas tanah
perlu didaftarkan untuk memperoleh suatu tanda bukti hak }r;*mg berupa sertifikat
hak milik atas tanah. Dimana sertipikat ini digunakan sebagai bukti yang kuat oleh
pemiliknya jika terjadi suatu permasalahan dikemudian hari. Dalamn
perkembangan hukum dewasa ini, masalah kepastian hak dan subjek hak atas
tanah mendapat perhatian yang serius. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal
19 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok Agraria
(UUPA) yang menyatakan :

Untuk menjamin kepastion hak dan kepastian hukum menyanghkut tanah,

maka pemeriniah mengadakan pendafiaran tanah diseluruh wilayah

Republik Indonesia menurut ketemiugn-ketentuan yang diatur dengan

ketentuan pemeriniah
Pendaftaran tanah ini meliputi, pengukuran, pemetaan, pendaftaran, dan

pembukuan hak-hak atas tanah.
Dengan adanya pendafiaran tanah, maka seseorang dapat memperoleh
keteranpan yang berkenaan dengan sebidang tanah sesuai dengan haknya, luas

lokasi tanah dan dimana lokasi tanah tersebut. Adapun pengertian sertipikat yang .
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terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, yaitu :

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kual mengenai data fisik dan dala yuridis yang fermual didalamnya,
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam
sural ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan,

Jadi demi suatu sertifikat tersebut dapat diperoleh data fisik yaitu mengenai letak,
batas, dan luas suatu bidang tanah, termasuk keterangan mengenai pembangunan
di atasnya. Sedangkan mengenai status hukum bidang tanah merupakan data
yuridis.

Tanah adat yang akan diterbitkan sertipikatnya akan ditegaskan melalui
konversi, menjadi hak milik. Adapun pengertian konversi menurut Sudrajat
Sutarja (1987).

Konversi adalah perubahan hak lama aias tanah menjadi hak baru

menurul Undang-undang Pokok Agraria, “Hak lama” yang dimaksud

adalah di sini adalah hak atas tanah sebelum berigkunya UUPA 24

september 1960, dan “Hak baru” yang dimaksud disini adalah hak atas

tanah yang dimaksud dalam UUPA pasal 16 ayat 1 yaitu hak milik, hak
guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai

Mengenai pengertian  sertipikat Effendi Parangin (1986:26)
mengemukakan bahwa :

Sertipikat adalah salinan buku tanah dan salinan surat wkur yang

keduanya dijilid menjadi satu serta diberi sampul yang bentuknya

ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria

Mengenai pengertian hak milik atas tanah, maka Maria S W, Sumardjono
(1982: 22) mengemukakan bahwa :

Sertipikat dapat disebut sebagai sural tanda bukti hak yang berlaku

sebagai alat bukii yang kuat uniuk seseorang terhadap tanah yang
dihakikinya atau tanah yang dimilikinya.
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Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Adat

Pemohon—+ |lurabk»> camat® loket|
Pelayanan Informasi
Faktor pendukung dan
Pelayanan
Administrasi/

H:BgIT.un teknis

Loket Il

Pelayanan Administrasi
keuangan |/ Pembayaran

Loket IV
Pelayanan / Penyerahan hasil
i {Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas #———
Tanah Adat

Untuk menyelesaikan suatu sertipikat dapat dilihat pada gambar di atas (1)
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah maka terjaminlah suatu kepastian hukum dan hak atas tanah

bagi setiap pemegang hak atas tanah dengan memiliki bukti tanah yang disebut

sertipikat tanah.
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1.4.8 Defenisi Operasional

1} Pelayanan Pemerintah Dalam Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas

L=

Tanah Adat dioperasionalkan melalui indikator-indikator sebagai berikut :
A. Pelayanan pemerintah,

Pelayan pemerintah adalah Suatu upaya yang dilakukan oleh setiap
organisasi/aparat yang bertujuan untuk memberikan layanan yang berkualitas
serta memuaskan guna tercapainya tujuan yang diinginkan. Dimana pelayanan
pemerintah dapat kita ukur melalui:

1} Lama Pengurusan
Menurut SK ( surat keputusan ) KBPN No.l Tahun 2007 lama
pengurusan  Proses penerbitan sertipikat dimulai dari proses kegiatan
pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan berjumlah 213 hari.
2) Besarnya biaya pengurusan

Berdasarkan SK (surat  keputusan) Gubermur SUL-SEL
NO.766/ XL Tahun 2005. Besarnya biaya untuk pendafiaran untuk lahan Non
pertanian Rp.637.000 dan untuk pengukuran sebesar Rp.809.000.

3) Keramahan petugas

Dalam Proses penerbitan seripikat dimana masyarakat selaku
pemohon pasti mengharapkan bantuan dari petugas yang memiliki sikap dan
perilaku yang ramah dan murah senyum.

4) Kemudahan proses

Pihak BPN yang berperan sebagai aparat yang membantu masyarakat
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dalam proses penerbitan serlipikat hendaknya memberikan kemudahan
disetiap proses mulai dari pedaflaran permohonan, pengumpulan berkas
sampai terbitnya sertipikat tersebul bukan proses yang panjang dan berbelit
belit.
. 5) Transparansi pemerintah
Tranparansi pemerintah tentang proses penerbitan sertipikat sangat
penting untuk masyarakat ketahui karena proses penerbitan sertipikat sangat
B panjang prosesnya dimulai dari pendaftaran, pengukuran dan pemetaan,
L'- terutama masalah pembiayaan.
&) Sosialisasi tentang proses penerbitan sertipikat
Salah satu kegiatan penting yang secara langsung ikut menentukan
keberhasilan tugas dari aparat/pihak BPN adalah penyuluhan pertanahan
khususnya peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan sertipikat,
serta arti pentingnya memiliki sertipikat.
Selanjutnya vang akan penulis bahas adalah bagaimana proses
pendaftaran tanah itu sendiri.
B. Pendaftaran tanah :

Pendafiaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang

dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didafiar berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendafiaran Tanah ataun

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
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Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan dengan dua cara
yaitu :
1. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik

Pendaflaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek
pendafiaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah
suatu desa’kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada
suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh
Menteri. Karena pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas prakarsa
Pemerintah, maka kegiatan tersebut didasarkan pada suatu rencana kerja yang
ditetapkan oleh Menteri.

Pada pendaftaran tanah secara sistematik pemegang hak atas tanah,
kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan memiliki kewajiban dan
tanggung jawab untuk:

l. memasang tanda-tanda batas pada bidang tanahnya sesual ketentuan

yang berlaku

2. berada di lokasi pada saat panitia ajudikasi melakukan pengumpulan

data fisik dan data yunidis

3. menunjukkan batas-batas bidang tanahnya kepada panitia ajudikasi

4. menunjukkan bukti pemilikan atau penguasaan tanahnya kepada

panitia ajudikasi
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3. memahami persyaratan yang ditentukan bagi pemegang hak atau
kuasanya atau selaku pihak lain yang berkepentingan.
2. Pendaflaran Tanah Secara Sporadik
Pendafiaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendafiaran tanah
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendafiaran tanah
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan secara sporadik
dilaksanakan atas permintaaan pihak yang berkepentingan. Penegasan

' konversi dan pengakuan hak.

C. Pengukuran yang meliputi pengukuran dan pemetaan, pembuatan peta

T o

dasar pendaftaran, penctapan batas bidang-bidang tanah.
D. Penegasan konversi dan pengakuan hak
E. Permohonan pendafiaran SK pemberian hak
F. Penyerahan hasil kegiatan,

Setelah berakhir pendaftaran tanah baik secara sistematis maupun
secara sporadik, ketua panitia ajudikasi menyerahkan hasil kegiatannya
kepada kepala kantor pertahanan yang berupa semua dokumen mengenai

bidang-bidang tanah di lokasi pendaftaran tanah meliputi pola pendaftaran,

daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dafiar nama, sertipikat hak atas tanah
vang belum diserahkan kepada pemegang hak, daftar hak atas tanah, warkah-
warkah, daftar isian lainnya.

Sertipikat untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai

dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah,
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sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum

dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada

pihak yang dikuasakan olehnya.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan
penerbitan sertipikat hak milik atas tanah adat.

1.Faktor pendukung :

a. Kesadaran oleh pemilik tanah akan pentingnya legitimasi hukum terhadap
hak atas kepemilikan tanah.

b. Sosialisasi pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya
memiliki sertipikat sebagai bukti atas kepemilikan tanah

¢ Adanya Program pemerintah untuk memudahkan dalam proses pengurusan
sertipikat yvang disebut dengan PRONA,

2. Faktor penghambat

a. Kurangnya atau terbatasnya tenaga pelaksana pendaftaran, termasuk tenaga
pengukuran dan pemetaan.

b. Kurangnya penyuluhan terhadap masyarakat awam vang kurang
mengetahui proses dan fungsi sertipikat.

¢. Pungutan biaya yvang terkadang mahal.

d. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, proses pendaftaran juga meliputi
pengukuran dalam hal ini pemisahan dan penggabunpan atau pendaftaran
untuk pertama kalinya diperlukan adanya pengukuran tanah. Proses

pengukuran ini selain memerlukan biaya, juga memakan waktu yang lama,



BABII
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan diuraikan Aspek mengenai landasan teori, dengan tujuan
untuk memberikan gambaran mengenai pendafiaran tanah, sertipikat, fungsi sertipikat
dan lain-lainnya, dimana aspek tersebut akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini,
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh setiap organisasi yang
bertujuan untuk memberikan layanan yang berkualitas dan memuaskan.
2.1.2 Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah, adalah rangkaian kegiatan vyang dilakukan oleh
pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan  teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik
dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta
hak-hak tertentu yang membebaninya.
2.1.3 Azas dan tujuan pendaftaran tanah

2.1.3.1 Azas Pendaftaran tanah
Azas Aman adalah untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu
diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberi

jaminan kepastian hukum, sesuai dengan tujuan pendafiaran tanah itu sendiri.
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Azas Terfangkau adalah keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan,
khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan
ekonomi lemah,

Azas mutakhir adalah untuk menentukan data pendaftaran tanah secara terus
menerus dan  berkesinambungan sehingga data yang tersimpan dikantor
Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan masyarakat
dapat memperoleh keterangan data yang benar setiap saat.
2.1.3.2 Tujuan Pendaftaran Tanah

4. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas sesuatu bidang tanah , satuan rumah susun. Hak-hak
lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebapai pemegang hak vang bersangkutan,

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum bidang-bidang tanah
dan satuan-satuan rumah susun yang terdafiar,

¢. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

2.1.3.3 Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

Tata cara Pendaftaran tanah di wilayah Indonesia, berlaku aturan yang
menjadi dasar pelaksanaan dalam rangka pendaftaran tanah dan Pensertipikatan
tanah diseluruh wilayah Indonesia. Aturan hukum ini sangatlah penting dalam

pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai pedoman dan tuntunan dalam hal tugas
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Badan Pertanahan Nasional, bidang pendaftaran tanah. Dasar hukum yang

dimaksud adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)

2. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendafiaran tanah

3. Peraturan Negara Agraria/ Kepala Pertanahan Masional Nomor 3 Tahun

1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997
2.1.4 Pengertian Sertipikat
Adapun pengertian sertipikal yang terdapat dalam pasal 32 avat (1) PP

No.Tahun 1997, yaitu

Serlipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alar

pembulktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di

dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada

dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan

Jadi demi suatu sertipikat tersebut dapat di peroleh data fisik vaitu mengenai

letak, batas, dan luas suatu bidang tanah, termasuk keterangan mengenai
pembangunan diatasnya. Sedangkan mengenai status hukum bidang tanah merupakan
data yundis,

Mengenai pengertian sertipikat, Efendi Perangin (1986:26) mengemukakan
Sertipikat adalah salinan buku tanah dan salinan surat wkur yvang keduanyva
kemudian di jilid menjadi satu serta diberi sampul yang bentuknya
ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria

Dari rumusan diatas tentang sertipikat, maka dapat dirumuskan bahwa unsur

unsur sertipikat yaitu sampul luar, sampul dalam, salinan buku tanah, dan salinan

surat ukur.
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2.1.5 Pengertian sertipikat Hak Milik Atas Tanah
Effendi perangin (1991:3) memberi pengertian sertipikat hak atas tanah adalah

Sertipikat Hak Atas Tanah adalah sural tanda bukii hak atas tanah yans
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pendafiaran tanah.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan
dasar Pokok Agraria atau sebelum tanggal 24 september 1960, ada dua golongan
besar hak milik atas tanah yaitu :

b. Hak Milik menurut Hukum Adat, dalam bahasa belanda disebut Insfandsch
bezitrecht,
¢.Hak Milik menurut Burgenlick werboek, yamg dinamakan hak eigendom.
2.1.6 Pengertian Hak Milik
Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah
2.1.7 Pengertian Tanah Milik Adat
Tanah Milik Adat (TMA) adalah tanah-tanah yang dikuasai dan telah terdaftar
sebagai objek pajak sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agrana (UUPA)
tanggal 24-9-1960.
2.1.8 Pengertian Konversi
Konversi adalah perubahan hak lama atas tanah menjadi Hak Baru menurut
Undang-Undang Pokok Agraria. Perlu dijelaskan bahwa “Hak Lama™ di sini adalah
Hak-Hak atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, sedangkan

Hak Baru adalash Hak-Hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
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Undang Pokok Agraria ( UUPA), khususnya pasal 16 ayat 1, Hak Milik, Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

2.1.9 Bagian-bagian sertipikat

Dari beberapa pengertian sertipikal, maka sertipikat hak atas tanah adalah

merupakan perckaman atau abstraksi dari buku tanah dan surat ukur yang dijilid

menjadi satu dengan sampul bertuliskan jenis hak yang bentuknya ditetapkan oleh

Menteri Negara Agraria. Pada dasamya sertipikat itu telah membuktikan

a,

b.

.

d.

e,

Jenis hak tanah
Pemegang hak
Keterangan fisik
Beban diatas tanah

Peristiwa yang berhubungan dengan tanah

Berdasarkan PP 24 Tahun 1997, secara fisik sertipikat hak atas tanah terdisi atas :

2.

3.

Sampul lvar bertuliskan jenis hak yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.
Megara Agraria dan memuat sertipikat.

Sampul dalam dijilid bersama-sama dengan buku tanah dan surat ukur

Buku tanah

Mengenai buku tanah yang dijelaskan pada PP 24 Tahun 1997 pasal 1{19)
penjelasan umum sebagai berikut.

Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yang sudah
ada haknya. Daftar buku tanah terdini atas kumpulan buku tanah yang dijilid

menjadi satu dengan surat lainnya, satu buku tanah hanya dipergunakan untuk
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satu hak atas tanah, tiap-tiap hak atas tanah yang sudah dibukukan itu diberi
nomor huruf macam hak atas tanah yang ada di desa yang bersangkutan.

4. Surat ukur
Surat ukur pada dasarnya merupakan kutipan dari pendafiaran tanah. Dari surat
ukur dapat diketahui data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
Data fisik yang dimaksud adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas
bidang tanah yang bersangkutan, surat tersebut diberi tanggal dan nomor urut
menurut tahun pembuatanya untuk mengetahui data fisik yang diperlukan bagi
pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah vang akan dipetakan diukur setelah
ditentukan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluan-keperluannya
ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudul tanah yang bersangkutan,

2.1.10 Tujuan sertipikat.

Tujuan sertipikat di Indonesia meliputi : kepastian mengenai objek, kepastian
mengenai hak, dan kepastian mengenai subjek.

Kepastian mengenai Objek menyangkut bidang teknis yaitu kepastian
mengenai keadaan, letak, luas, dan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan,
dimana unsur-unsur tersebut tercantum dalam sertipikat.

Kepastian mengenai Hak adalah penting bila ditinjau dari status hukumnya
karena akan timbul pertanyaan vaitu hak apa yang melekat diatas tanah vang
bersangkutan serta ada atau tidak hak yang membebaninya. Hal ini diperlukan karena
berbagai macam status hukum hak atas tanah yang masing-masing memberikan

wewenang serta melakukan kewajiban-kewajiban yang berbeda dari pemegang



haknya sehingga akan mempengaruhi harga dan nilai tanah.

Mengenai kepastian Subjek adalah kepastian mengenai orang atau badan
hukum yang menguasai tanah. Hal ini diperlukan untuk mengetahui dengan siapakah
harus berhubungan untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum hak atas
tanah yang bersangkutan serta bagaimana hubungannya yang timbul pada pihak
ketiga.

Dengan kepastian subjek hak atas sebidang tanah atau lebih, maka setiap
pihak yang membutuhkan tanah tersebut dengan mudah melakukan hubungan
pembicaraan sehingga dapat tehindar dari gugatan pihak atau orang lain karena hak-
haknya dilanggar. Selain tujuan yang diuraikan diatas, terdapat pula tujuan vang lain
apabila dihubungkan dengan pendaftaran tanah sebagai tindakan permulaan untuk
mendapatkan sertipikat. Tujuan yang lain yang dimaksud adalah sumber informasi
bagi Badan Pertanahan Nasional, Bank data pertanahan, dasar penetapan Pajak Bumi
dan Bangunan.

2.1.11 Fungsi sertipikat

Adapun fungsi sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian vang kuat. Hal ini
merupakan fungsi yang paling utama
2. Sertipikat atas tanah memberikan kepercayaan pihak kreditur untuk

memberikan pinjaman kepada pemiliknya.
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GAMBARAN UMUM LOKASI

Dalam Bab ini akan diuraikan 3 (tiga) Aspck Gambaran umum tentang
kabupaten Pinrang, Kantor Partann_han Kabupaten Pinrang, maupun gambaran umum
lentang status tanah adat yang ada di Kabupaten Pinrang, dengan tujuan untuk
memberikan gambaran agar pembaca lebih mudah mengetahui daerah kabupaten
Pinrang. Dimana ke 3 Aspek tersebut akan diuraikan lebih lanjut secara rinci
3.1 Kabupaten Pinrang Secara Umum
3.1.1 Sejarah dan proses kelahiran kabupaten pinrang

Pada zaman penjajahan, belanda yang menjalankan politik adu domba di
kerajaan Sawitto menekankan tiga pernyataan pokok yvang harus dilakukan oleh orang
Sawitto yang dikenal dengan Karte Velaring yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa raja yang bersangkutan takluk kepada raja belanda dan kerajaan Sawitto
dibawah kekuasaan oleh kerajaan Hindia Belanda sehinnga harus taat dan patuh
kepada raja belanda dan wakilnya termasuk gubernur hindia belanda.

2. Bahwa Raja vang bersangkutan tidak akan mengadakan hubungan kenegaraan
dengan kekuasaan asing musuhnya belanda adalah musuhnya, sahabat belanda
adalah sahabatnya.

3. Bahwa Raja yang bersangkutan akan mentaati segala peraturan mengenai

negaranya yang ditetapkan oleh raja belanda maupun oleh Gubernur Hindia

Belanda




24

Selain penjajahan Belanda diPinrang ibukota kerajaan yang berdampingan
dengan kerajaan lain disekitarnya mempunyai status Swapraja. Hal ini berarti bahwa
kerajaan Sawiito tidak lagi berstatus sebagai sebuah bentuk kerajaan yang berdaulat
akan tetapi Pinrang sebagai Sebuah Ibukota kerajaan Sawitto statusnya sebagai
Swapraja atau kabupaten. Pada masa penjajahan jepang tahun 1942 keadaan kerajaan
dan rakyatnya mengalami kondisi yang memperihatinkan, kecuali dengan
eksistensinya kerajaan Sawitto tetap diakui sebagai kerajaan dengan ibukota Pinrang
pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah pada sekutu dan menyerahkan
kembali tampuk kekuasaan pada kerajaan Sawitto dalam bentuk 3(tiga) Swapraja
Sawotto, Swapraja Batulappa, Swapraja Kassa.

Ketika Pinrang merupakan Onder Afdeling di bawah Afdeling pare-pare
Afdeling ke7 di Sulawesi selatan dan ketetapan PP No 34/1952 tentang perubahan
Sulawesi selatan. Pembagian wilayah menjadi Swatantra, pertimbangan di
ungkapkannya ketetapan terscbut adalah memenuhi keinginan rakyat dan
memperbaiki susunan penyelenggaraan pemerintah.

Daerah Swatantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah Afdeling yang
ditetapkan oleh keputusan Gubernur Timur besar pada tanggal 24 juni 1940 No.21
kemudian diubah oleh keputusan Gubernur Sulawesi selatan No.618/1999 Adapun
perubahannya adalzh kata Afdeling diubah menjadi daerah Swatantra, dan Onder
Afdeling menjadi kewedanan, Dari perubshan Onder Afdeling Pinrang dirubah
menjadi kewedanan Pimmg yang dibawahi Tiga Swapraja dan distrik dengan status

demikian inilah maka pemerintah senantiasa mengalami pasang surut. Upaya untuk
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memperbaiki struktur pada penyelenggaraan pemerintah maka keluarlah suaty
Undang-undang MNo.29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 juli 1959 tentang
pembentukan Daerah tingkat [1 di Sulawesi selatan termasuk Pinran B

Setelah keluarnya SK Mendagri No, UP-7/3/5-392 tanggal 8 januari 1960
yang menunjuk H.A.Makkulau menjadi kepala Daerah Pinrang pada tanggal 16
februari 1960. Hari lahirnya Kabupaten Pinrang (Pemda Pinrang 2002)
3.1.2 Posisi Geografis

Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan
yang berada di wilayah pesisir Selat Makassar. Secara peografis Kabupaten Pinrang
berada pada posisi 3°19'3” sampai dengan 4°10°30” lintang selatan (LS) dan
119°26"30" sampai dengan 119°47'20" bujur timur (BT). Secara administrasi,
Kabupaten Pinrang berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja di sebelah utara,
dengan Kabupaten Enrekang dan Sidenreng Rappang di sebelah timur, dan dengan
kota Parepare di sebelah selatan. Sementara itu, di sebelah barat berbatasan dengan

Kabupaten Polewali Mandar dan Selat Makassar.

3.1.3 Wilayah dan Penduduk

Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah sebesar 1.961,77 km® atau sama
dengan 196,177 hektar. Wilayah administratif Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12
kecamatan dan terdiri dari 104 desa’kelurahan (39 kelurahan dan 65 desa).
Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas, yaitu

733,09 km® (37,37%) dari luas wilayah Kabupaten Pinrang, dan Kecamatan Paleteang
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T

merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu hanya 37,29 km’ ( ﬁ%}

£
-

dari luas wilayah Kabupaten Pinrang, K‘{\; %o n )
iy T IAT !
Tabel 1 Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa Di Kabupaten Pinrang/2008 e
No Kecamatan Kelurahan Desa Dusun .
(1) (2) (3} (4) (5
1 | Suppa 2 B 22
2 | Mattiro Sompe 2 7 19
3 | Lanrisang 1 6 19
4 | Mattiro Bulu 2 T 18
5 | Watang Sawillo 8 - -
6 | Paleteang & - -
7 | Tiroang 3 - .
8 | Patampanua 4 f 17
9 | Cempa 1 6 17
10 | Duampanua 3 9 23
11 | Batulappa 1 4 15
12 | Lembang 2 12 37
Jumlah 39 65 189
Sumber : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Bagian Bina Wilayah
(dalam BPS, 2008)

Pada tabel 1 terdapat 3( tiga) kecamatan yang tidak memiliki desa dan dusun
yaitu Tiroang, Watang sawitto, Paleteang. Kecamatan Tiroang memang tidak ada
pembagian wilayah yang terdiri dari desa dan dusun karena merupakan kecamatan

Ibukota begitupun dengan kecamatan paleteang dan kecamatan watang sawitto tidak
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ada desa dan dusun karena merupakan kecamatan Ibukota, pada dasarnya kecamatan

Paleteang merupakan hasil dari pemekaran dengan kecamatan watang sawitlo.

Tabel 2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pinrang

Tahun 2008
Luas Dacrah Penduduk
No Kecamatan k) o iwa) T
() (2} (3) (4) (5) (6)
1 | Suppa 74.20 3,78 28.101 8.58
2 | Mattiro Sompe 96,99 4,94 27.309 8,34
3 | Lanrisang 73.01 3.72 17.151 5,24
4 | Mattiro Bulu 132,49 6.75 25.659 7,83
5 | Watang Sawitto 58,97 3,01 43.250 13,21
6 | Paleteang 37,29 1.50 30.210 9,22
7 | Tiroang 71,73 3.96 18.732 5,72
£ | Patampanua 136,85 6,98 30.299 9,34
% | Cempa 90,30 4,60 16.299 4,98
10 | Duampanua 291,86 14,88 42 907 13,10 |
11 | Batulappa 159,99 8,10 9,442 2,88
12 | Lembang 733.09 37,37 37.852 11,58
Jumlah 1.961,77 100,00 327.516 100,00
Sumber : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Bagian Bina Wilayah
(dalam BPS, 2008)

Kecamatan paleteang yang memiliki luas 37,29 km? atau sama dengan 1,90%
dengan jumlah penduduk 30.210 jiwa, menjadi alasan untuk melakukan pemekaran
selain memiliki jumlah penduduk yang lumayan banyak kecamatan paleteang juga
memiliki andil dalam bidang pertanian karena jika dilihat dari pendapatan salah satu

kecamatan yang wilayahnya didominasi oleh areal persawahan adalah kecamatan

Paleteang.




28

kecamatan yang wilayahnya didominasi oleh areal persawahan adalah kecamatan
Paleteang.
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Gambar 2 luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Pinrang
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Gambar 3 Jumlah Pendu

duk Per Kecamatan di Kabupaten Pinrang
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Total penduduk Kabupaten Pinrang berdasarkan data tahun 2008 adalah
327.516 jiwa yang tersebar di 1.961.77 km? wilayah kebupaten. Dengan demikian,
rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Pinrang adalah 171 jiwa fkm’,
Walaupun demikian, karena sebaran penduduknya tidak merata diseluruh wilayah,

maka terdapat kecamatan yang padat penduduk dan lerdapat juga kecamatan vang

Jarang penduduknya.

® L Wilayah & Penduduk
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Gambar 4 Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten
Pinrang,

Gambar 4 telah memberikan gambaran perbandingan antara luas wilayah
dengan jumlah penduduk untuk masing-masing kecamatan. Kecamatan yang
memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Lembang yaitu mencapai 733,09 km’
atau setara dengan 37,37% dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang, Di sisi lain,

jumlah penduduk di Kecamatan Lembang hanya berjumlah 37852 jiwa (setara




11,56% dari total penduduk Kabupaten Pinrang). Kepadatan penduduk di Kecamatan
Lembang hanya 52 jiwa/km®. Angka terscbut jauh berbeda dengan kepadatan
penduduk di Kecamatan Sawito, yang merupakan wilayah perkotaan. Kecamatan
Watang Sawito  memiliki penduduk sebanyak  43.250 jiwa sedangkan luas
wilayahnya hanya 58,97 km’, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 734
jiwa/km®, Demikian pula Kecamatan Paleteang memiliki kepadatan penduduk yang

tinggi, bahkan lebih tinggi dari Kecamatan Watang Sawitto.

= SUPPATS.20 ® CEMPA 90,30 B WAAWITTOSE97  mMSOMPEDGS9
= PALETCANG 37,29 DUAMPANUAZ9] 86 ® PATAMPANUA 136,35 8 LEMBANG 733,00
i LAMNRISARG73.01 = MEULU 132,40 & TIROANG 77,71 BATU LAPPA 159,99
43,250 43,007
17,852
F
30,110 3029 F 4
281001 27300 . . — = ¥ ]
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4 1' | | :
| 4 ,
' : 18,732
I‘. | 16,299 ' l 17151 ;
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Gambar 5 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pinrang

Kecamatan Paleteang memiliki penduduk yang berjumlah 30.210 jiwa dan
luas wilayah 37,29 km’, sehingga kepadatannya mencapai 811 jiwa/km®. Kecamatan
Paleteang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di Kabupaten Pinrang,

Berdasarkan tabel dan gambar di atas tampak jelas bahwa urutan kecamatan yang




3.1.4 Agama

Dari total jumlah penduduk kabupaten pinrang yang berjumlah 327.516 jiwa
97.6% adalah beragama islam dan sisanya adalah pemeluk agama lain. Untuk lebih
jelasnya akan dituangkan dalam tabel berikut ini

Tabel 3 Agama dan jumlah pemeluk apgama masing-masing

Apgama Jumlah Presentase
Islam 316.866 97.6% i
Kristen protestan 3.215 0,45%
Kristen katolik 3.015 0,44%
Hinduwbudha 205 0,4%
Lainnya 4215 1,11%
Jumlah 327.516 100%

Sumber: Kantor sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Bagian Bina Wilayah (Dalam
BPS 2008)

3.1.5 Pariwisata

Mengembangkan dan meningkatkan usaha kepariwisataan yang berbasis
kepada potensi dan nilai budaya untuk mendukung pembangunan daerah, selanjutnya |

diupayakan mengembangkan untuk menjadi andalan dalam pembangunan serta

pengembangan kepariwisataan dengan letap memperhatikan kelestarian dan

lingkungan sosial.



3.1.6 Pendidikan
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Tabel 4 Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan per kecamatan di

Kabupaten Pinrang

Kecamatan Tdk/blm Tidak sD | SLTP | SLTA | DIl | S

Pernah sekolah | tamat 5D

Suppa 4524 6845 3962 1900 1142 | 107 51
Mattiro sompe 4897 11046 13283 | 3144 | 3272 | 260 136
Mattiro bulu 2053 377 6707 2881 1618 81 234
Watang Sawitto 6258 7006 17182 | 10586 | 11978 | 461 | 425
Patampanua 3140 7339 | 6588 | 3475 | 3398 | 112 | 801
Cempa 1926 3532 2979 1961 1556 3K 282
Duampanua 4699 1032 8723 4224 3041 301 70
Lembang 2638 1170 4927 1831 1116 l66 | 425
Lanrisang 3062 2150 3695 | 1265 | 958 | 101 | 875
Tiroang 4530 3256 | 5213 | 2512 | 1021 | 98 | 95
Paleteang 2154 2021 | 3541 | 2115 | 1350 | 120 | 112
Batulappa 2125 1254 | 2541 | 1542 | 865 | 65 | o8

Sumber : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Bagian Bina Wilayah (Dalam

BPS 2008)
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Meskipun kecamatan paleteang merupakan kecamatan baru tetapi jika kita
melihat tabel 4 kecamatan paleteang juga memiliki banyak lulusan S1 karena
dikecamatan tersebut merupakan salah satu pusat pendidikan yang memiliki 7( tujuh)
SD, 3(tiga) SMP, 1(Satu) SMA/MAN, 1(Satu) SMK/STM Baramuli, dan 1(satu)
Perguruan tinggi STTB( Sekolah Tinggi Teknologi Baramuli)

3.1.7 Penutup Lahan Wilayah Kecamatan Paleteang

Penutup lahan di wilayah Kecamatan Paleteang didominasi oleh sawah dan
perkebunan. Luas sawah mencapai 22056 hektar (59,15%) sedangkan areal
petkebunan mencapai 1.139,9 hektar (30,15%). Informasi sebaran spasial jenis
penutup lahan di wilayah Kecamatan Paleteang dapat dilihat pada tabel 7 di bawah
Inl.

Tabel 5 Jenis dan Luas Areal Penutup Lahan di Wilayah Kecamatan Paleteang

Berdasarkan Data SPOT_4 Tahun 2008,

LUAS AREAML
PEMUTUP LAHAN
NO JENIS Haktar Parsantaas
in [ [ i)

i Parrmukiman 257 8 E-.'E.t
= | Bawsh o 2.305,6 58,15
3 | Kebun Eﬂ_m.pul' 88,1 e 114
" a4 | Lahan Kosong / Barumput 0.0 0.00
5 | Semakbelukar | 0.0 0,00
o e o 0.0 0,00
7 | Perkebunan AR ... .. 30,15
3 | Hutan S 1 0.0 O, O
o | Tambak 5.6 0,18
10 | Mangrove 0,0 0,00
31 s F..H r 20,7 0,68
32 | Jenis Penuiup Lahan Lainnya = s
T 2.728,0 100,00

Sumber :Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Bagian Bina Wilayah (Dalam
BFS 2008)




3.2 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG SECARA UMUM

Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kantor
pertanahan yang ada di propinsi di Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan tugasnya
secara taktis operasional dikoordinasi oleh Bupati Pinrang selaku Kepala Wilayah,
sedangkan secara teknis administrasi di bawah pimpinan kepala kantor pertanahan
yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tentang
organisasi dan tata kerja Kantor Pertanahan Nasional di provinsi, kebupaten/kota-
madya yang menyatakan bahwa kantor pertanahan mempunyai tugas dan fungsi
badan Pertanahan Wasional dalam lingkungan wilayah kabupaten/kotamadya yang
bersangkutan, maka kantor pertanahan Kabupaten Pinrang dalam menyelenggarakan
tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan
tangh, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah,

2. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah,
penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan

pendaftaran tanah.
1. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pada kantor pertanahan

Kabupaten Pinrang.




Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing komponen berdasarkan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 yaitu sebagai

berikut :

1)

2)

3

Sub Bagian Tata Usaha
Adapun tugas pada sub bagian tata usaha yaitu melakukan urusan kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan,
a. Urusan Keuangan :
Melakukan urusan keuangan di lingkungan kantor pertanahan
b. Urusan Umum
Melakukan urusan surat menyurat, kepegawai, perlengkapan dan rumah
tangga kantor pertanahan.
Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah
Adapun tugas yang dimiliki oleh seksi pengaturan dan penataan tanah yaitu
menyiapkan dan melakukan kegiatan pengendalian penguasaan, pemilikan,
pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan
penyelesaian masalah.
Seksi Hak-hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah
Tugas dari seksi hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah vaitu menyiapkan dan

melakukan kegiatan di bidang hak-hak atas tanah, pengadaan tanah dan

penyelesaian masalah.



4)

3)

&)
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Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan

Seksi pengukuran dan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan yaitu melakukan
pengukuran dan pemetaan serta men yiapkan pendafiaran, peralihan, pembebanan
hak atas tanah serta bimbingan pejabat pembuat akla tanah.

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi pengendalian dan pemberdayaan masyarakat yaitu melakukan pendekatan
kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang
pertanahan.

Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan.

Seksi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yaitu melakukan pelayanan baik

yang bersifat eksternal maupun internal.

Struktur Organisasi

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi kantor pertanahan

Kabupaten Pinrang sesuai Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4

Tahun 2007 penulis lampirkan.

Tata Kerja

Tata k.;.ja kantor pmalmn Kabupaten Pinrang berpedoman pada Keputusan

Kepala Kantor Badan Pertanahan Masional Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang didalamnya antara lain dijelaskan

bahwa dalam melaksanakan tugas kantor pertanahan kabupaten/kotamadya tetap




memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan

peraturan yang berlaku,
3.3 GAMBARAN UMUM STATUS TANAH ADAT
Berdasarkan status tanah, dibedakan atas tanah hak yang langsung dikuasai

oleh negara. Tanah hak dibedakan atas tanah menurut UUPA dan tanah hak milik

adat

Tanah menurut UUPA:

- Hak milik
Yaitu hak turun temurun, terpenuh dan terkuat yang dapat dipunyai seseorang
atas tanah.,

- Hak guna usaha
Yaitu Hak untuk mengusahakan tanah vang dikuasai langsung oleh negara,
dalam jangka waktu tertentu.

- Hak pakai
Yaitu Hak untuk menggunakan dan atau untuk memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai
dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanshnya
dipergunkan untuk keperluan tertentu dan dengan cuma-cuma, dengan
pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

- Hak pengelolaan
?ﬂjlu.hak menguasai dari negara yang kewenagan pelaksanaannya schagian

dilimpahkan kepada pemegangnya




Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang,
mengenal  gambaran  umum status tanah adat yang tersebar hampir diseluruh
kecamatan di Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut

Tabel 6 Gambaran umum status tanah adat di kab.pinrang

Kecamatan Luas tanah adat yang dimiliki

hﬁatutappa ..

Cempa 161,5 ha
Duampanua 152,7 ha
_i.EIJIiS:Hﬂg 136,4 ha
Lembang 3527 ha
Mattirobulu 194.2 ha
Mattirosompe 147,35 ha
Paleteang 143,6 ha
| Patam panua 162,5 ha
Suppa 121,5 ha
Tiroang 2749 ha
Sawita 141,2 ha
[ Stk 1988.7 ha

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang, Tahun 2008

Tabel 7( tujuh) adalah data yang diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Pinrang mengenai jumlah sertipikat yang telah terbit pada tahun 2007




Tabel 7 jumlah sertipikat Tanah Milik Adat yang telah diterbitkan 2007

Kecamatan Jumilah sertipikat TMA yang telah terbit
Batulappa 0 Bidang
Cempa 329 Biaﬂﬂng
Duampanua 360 Bidang
Lanrisang 75 Bidang
Lembang 532 Bidang
Martirobulu 315 Bidang
Mattirosompe 75 Bidang
Paleteang 165 Bidang
Patampanua 90 Bidang
Suppa 79 Bidang
Tiroang 73 Eiﬂﬂ“ﬁ
| Sawitto 60 Bidang

Sumber - Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang, Tahun 2008

Luas tanah adat dikabupaten pinrang tabun 2007 adalah 1988,7 Ha untuk
seluruh kabupaten pinrang yang terdiri dari 12 kecamatan, sedangkan jumlah
sertipikat Tanah Adat yang dimohon pada tahun 2007 sebanyak 2160 bidang
sedangkan yang telah terbit pada tahun 2007 atau sebanyak 2153 dan yang sementara
diproses sebanyak 7 bidang. Luas tanah adat di kecamatan paleteang adalah 143,6 ha

dan sertipikat yang dimohon sebanyak 165 bidang untuk 6(enam) kelurahan yaitu
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kelurahan paccongang, lalabata, macinnae, temmassarange, benteng, dan benteng

sawitto, jumlah sertipikat yang dimohon adalah 165 bidang untuk 6 kelurahan untuk

lebih lanjutnya dapat kita lihat pada tabel 8

Kecamatan Sertipikat yang dimohon
Paccongang 35 ndang
Lalabata 20 bidang
Macinnae 17 bidang
| Temmassarange 35 bidang
Benteng 18 bidang
Benteng sawitlo 20 ndang
Total 165 bidang

Sumber: Kantor BPN Kab.Pinrang tahun 2008

Kelurahan Paccongang memiliki jumlah yang paling banyak diantara

kelurahan wang lainnya karena Paccongang merupakan pusat pemukiman.

Berdasarkan wawancara singkat dengan responden mengapa rata-rata hanya tanah

non pertanian yang mereka terbitkan sertifikatnya kerena mereka beranggapan bahwa

kalau lahan pertanian (sawah), jarang ada masyarakat yang bisa menggeser pematang

sawah mereka, akan tetapi kalau lahan Mon pertanian berupa tempat tinggal banyak

terjadi kasus dengan cara memindahkan pagar halaman rumah mereka seperti yang

telah dialami oleh Hasan vang dulunya tanahnya berbentuk segi empat sekarang

sudah tidak beraturan lagi bentuknya.




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang pelayanan pemerintah dalam proses
penerbitan sertipikat hak milik atas tanah adat yang meliputi karakteristik responden,
pelayanan dalam pengurusan sertipikat, proses pendaflaran, biaya-biaya dalam proses
pengurusan sertipikat dan factor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat
dalam proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah adat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Pinrang, dimana akan diuraikan lebih lanjut secara rinci.
4.1 Karakteristik Responden

Pada bagian ini, yang akan dibahas adalah karakteristik para Responden
sebagai salah safu unit analisis, yang bertujuan untuk mengetahui kecendurungan
jawaban atau penilaian responden. Dalam analisis deskriptif fokus penelitian ini,
terlebih dahulu disajikan hasil perhitungan dalam bentuk tabel, berdasarkan jawaban
dari responden.

Berdasarkan hasil kuisioner, jenis kelamin responden seluruhnya atau 100%
adalah laki-laki. Adapun status responden 100% telah menikah dan seluruhnya
beragama islam, dimana pengahasilan/pekerjaan seluruh responden atau 100% adalah

petani (sawah), selanjutnya unit analisis yang akan dibahas oleh penulis salah

satunya adalah Usia.

4.1.1 Kelompok Usia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkatan umur responden memiliki variasi

yang berbeda-beda, yaitu antara usia 38 ( tiga puluh delapan) tahun sampai dengan 50




(Tima puluh) tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel disribusi frekuensi

berikut ini,

Tabel 9 Usia Responden
Usia responden F %o
<39 3 12
4i1-44 8 32
45-49 9 36
=50 5 20
Total 25 100

Sumber: Hasil Pegolahan Kuisioner Bulan Maret 2008

Berdasarkan pengelompokan Usia pada tabel 9 diatas maka responden yang
berumur = 39 Tahun berjumlah 3( tiga) Orang atau sama dengan 12% dan jumlah
keseluruhan responden, responden yang berumur 40-44 tahun berjumlah 8{ delapan)
orang atau sama dengan 32%, sedangkan yang berumur <45-50 berjumlah 14{ empat
belas) orang atau sama dengan 56% dari jumlah responden. Jumlah responden

menurut usia di kali usia responden dibagi dengan jumlah total responden sebanyak

25 Orang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata usia responden adalah 44

tahun,




Jumlah responden menurut usia X usia responden

Total responden

4.1 Pelayanan pemerintah dalam proses penerbitan sertipikat hak milik atas
tanah.
A, Pelayanan pemerintah

Pada bagian ini yang akan dibahas adalah Pelayanan Pemerintah dalam proses
penerbitan sertipikat hak milik atas tanah adat yang merupakan bagian dari salah satu
unit analisis. Adapun unit analisis yang akan dibahas meliputi luas tanah yang
dimiliki, biaya-biaya yang harus dibayar dalam proses pendafiaran tanah, pengukuran
dan pemetaan, tanggapan responden mengenai sikap dan perilaku para petugas serta
alasannya, perasaan pemohon pada saat pengurusan sertifikat serta alasan-alasannya,
serta saran-saran pemohon untuk para petugas BPN,

4.2.1 Luas tanah yang dimiliki
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden
dengan cara melalui pengisian kuisioner maka dapat diketahui bahwa para

responden memiliki luas tanah yang berbeda-beda, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat dalam tabel 9.




Tabel 10 Luas tanah yang dimiliki oleh masing-masing responden

Luas tanah ( M%) F 5
300 M? 3 -
360M* 3 =
36IM° 7 5
376M* i .
380M° 1 3
400M* 1 =
409M* ] 3
440M° ] 3
450M* ] =
460M° 2 3
4T0M° 1 3
4R0M* I 4
498M° 2 g
490M° | 4
500M” 2 8

Total 25 100

Sumber - Hasil Pengolahan Kuisioner Bulan Maret 2008




4.2.2 Biaya-biaya yang dikeluarka n/dibutubkan pada saat pengurusan sertifikat
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat selaku pemohon mengenai

biaya-biaya pada saat pengurusan sertipikat vang dituangkan dalam bentuk pengisian

kuisioner, maka jawaban dari sipemohon adalah sebagai berikut untuk lebih jelasnya

akan dituangkan dalam bentuk tabel:

Tabel 11 Biaya pengurusan sertipikat (pendaftaran, pengukuran dan pemetaan)

berdasarkan SK Gubernur SUL-SEL No,766/X1/Tahun 2005 dan SK KBPN RI.No

SK 2-130.38-2007

Proses kegiatan/pengurusan Biaya
Pendaftaran Rp 637.000
Pengukuran dan pemetaan Rp B09.000
Total Rpl.446.000

Sumber ; Hasil Pengolahan Kuisioner Bulan Maret 2008

Tabel 11 telah menunjukkan bahwa total yang harus dibayar oleh setiap
pemohon hanya Rp. 1.446.000 akan tetapi kenyataan vang ada dilapangan dan
menurut pengakuan oleh masyarakat selaku pemohon dan merupakan responden

penulis total yang mereka bayar adalah sebagai berikut dimana akan ditunjukkan pada

tabel 12




Tabel 12 Riil yang dibayar oleh setiap pemohon

Riil yang dibayar F (%)
Rp 2.500.000 2 8
Rp 2.750.000 2 8
Rp 3.000.000 3 12
Rp 3.025.000 10 i
Rp 3.200.000 I 4
Rp 3.250.000 i *
Rp 3.500.000 5 =
Rp 3.750.000 ] *
Total 2 o

Tabel 12 telah menunjukkan bahwa Riil yang dibayar oleh setiap pemohon

(responden penulis) terbagi atas 2 ( dua) bagian < Rp 3.000.000 dan >Rp 3.000.000,

akan tetapi apabila di

yang dibayar oleh responden adalah Rp 3.098.000, kalau kita amati maka kita dapat

menarik kesimpulan
pungutan har di

yang harus dibayar ol

Sumber : Hasil Pengolahan Kuisioner Bulan Maret 2008

kelompokkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata

hahwa mungkin saja para petugasfaparat BPN melakukan
lapangan karena antara SK( Surat Keputusan) tentang Biaya-biaya

¢h sipemohon berbeda jauh dengan biaya yang telah

‘ .
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dikeluarkan oleh setiap pemohon. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan

Aan petugas pengukuran mengatakan bahwa biaya yang schesar Rpl 446,000 itu
hanya biaya dalam pendaftaran, pengukuran dan pemetaan saja belum termasuk biaya
transportasi dan biaya makan pada saat turun dilapangan, jadi biaya yang dibayar oleh
setiap pemohon yang jumlahnya lebih dari Rp 1.446.000 mungkin saja sudah
termasuk semua biaya-biaya mulai dari biaya pendaftaran, pengukuran, pemetaan,
transportasi, dan biaya makan, Kalau kita mengamati tabel 12 diatas kita dapat
melihat bahwa ada 40(empat puluh) orang yang membayar Rp.3.025.000 karena
mereka hampir bersamaan mengurus sertipikat dan diantara mereka ada yang
menjalin hubungan keluarga akan tetapi kalau Rp.3.025.000 di kali dengan 40 orang
mungkin saja para aparal mendapat keuntungan yang besar atau bisa saja justru
mereka yang menjadi calo dalam kepengurusan sertipikat tersebut. Disisi lain kita
juga bisa melihat pada tabel 12 bahwa ada ¥(delapan) orang yang membayar Rp
2,500 000 merupakan perbedaan yang lumayan jauh dan Rp 3.025.000 dan ternyata
ke 8(delapan Jorang tersebut mempunyai keluarga vang bekerja di Kantor Badan
Pertanahan tempat mereka mengurus sertipikat tersebut. Jadi sikap KKN disini masih
amat sangat kental.

4.2.3 Tanggapan responden mengenai sikap dan perilaku petugas BPN

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat melalui pengisian kuisioner

mengenai sikap dan perllalm petugas BPN tanggapan responden rata-rata sama.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 13.




Tabel 13 Tanggapan responden terhadap petugas BPN

Tanggapan responden tentang sikap dan perilaku F (Ye)
petugas BPN saal pengurusan sertipikat
Sangat ramah = »
Ramah - =
Kurang ramah 19 76
Tidak ramah 6 e
Total 43 00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuisioner Bulan Maret 2008

Berdasarkan tabel 13{ dua belas) terlihat dengan jelas bahwa 76% tanggapan
responden mengatakan bahwa sikap dan penlaku para petugas BPN pada saat
pengurusan sertipikat kurang ramah terhadap mereka dan 24% mengatakan tidak
ramah. Adapun alasan para responden memberi jawaban demikian karena pada saat
mereka ke Kantor BPN untuk mengurus sertipikat mereka melihat sikap dan perilaku

para petugas antara lain kelihatan tidak bersahabat, kurang peduli terhadap mereka,

kurang menyapa mereka, kurang senyum, malas-malasan, lebih mengutamakan orang

kaya dibanding orang miskin.
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4.2.4 Tanggapan pengurusan sertipikat

Tabel 14 Tanggapan responden dalam pengurusan sertipikat

Perasaan respoden F (%)
Sangat mudah = -
Mudzh - =
Berbelit-belit 22 88
Sangat berbelit-belit 3 12
Total 25 100

Sumber : Hasil Pengolahan Kuisioner Bulan Maret 2008

Tabel 14{ tizga belas) menunjukkan perasaan responden pada saat mengurus
sertipikat, dimana 88% responden mengatakan proses penerbitan sertipikat itu
berbelit-belit dan12% responden mengatakan proses pengurusan sertipikat itu sangat
berbelit-belit, adapun alasan mengapa para responden mengatakan hal tersebut karena
terkadang para pemohon disuruh menunggu dalam jangka waktu vang telah mereka
tentukan, disuruh kesana kemari, disuruh lengkapi berkas ini itu, Foto Copy ini itu,
terlalu banyak berkas yang diminta, belum lagi petugas banyak maunya,
4.2,5 Saran-saran responden.

Sotelah melihat bagaimana sikap dan perilaku para petugas terhadap para
pengurusan sertipikat dan bagaimana perasaan

responden selaku pemohon pada saat

para pemohon pada saat mengurus vertipilcat, maka ada beberape sarn dari pemohan

vang ditujukan untuk para petugas agar pelayanan pemerintah dalam proses




yang ditujukan untuk para pelugas agar pelayanan pemerintah dalam proses

penerbitan sertipikat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan
masyarakat diantaranya yaitu masyarakat berharap supaya biaya sertipikat tidak
mahal dan kalau bisa sertipikat gratis, diadakan penyuluhan secara merata ditiap tiap
kelurahan setiap minggunya, jangan bersikap KKN, pelayanan harus memuaskan,
pengurusannya tidak berbelit-belit, proses penerbitan sertipikat jangan terlalu lama,
lebih mengutamakan orang miskin, dan gunakanlah prinsip 3S ( Senyum, Salam,
sapa) ketika berhadapan dengan pemohon.

i bawah ini ada beberapa contoh kasus yang terjadi dikecamatan paleteang.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa selama ini masih ada kesan bahwa untuk
mempercleh sertipikat hak atas tanah itu sulit, memakan waktu lama dan biayanya
sangat mahal. Seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu pemohon yang bernama
La Maji dalam wawancara dia mengatakan bahwa untuk mengurus satu sertipikat
saja sudah setengah mati, pada awalnya sebelum La maji datang ke kantor BPN La
maji terlebih dahulu datang ke kantor lurah untuk meminta keterangan keterangan
mengenai bagaimana cara mEngUrus sertipikat, tapi alangkah terkejutnya La Maji
ketika pak lurah mengatakan ™ serahkan saja uang sebesar Rp 750.000 dengan
pembagian 250.000 untuk lurah, 100,000 untuk pak lingkungan, dan 480.000 untuk
camat, ditanggung sertipikat anda akan selesai. Tapi La Maji merasa di peras jadi La
Maji langsung ke BPN dan dari pihak BPNlah La Maji diberitahukan bahwa jangan

pernah mengeluarkan uang sepeserpun sebelum ada perintah atau permintaan dari

pihak BPN, Karena pihak BFN yang akan membentuk panitia, dan akan menentukan
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berapa yang harus dibayar. Karena alasan itulah masyarakat merasa malas untuk
mengurus sertipikat karena rata-rata masyarakat mengatakan bahwa dalam mengurus
sertipikat dibutuhkan biaya dan pengurusannya sangat berbelit-belit. Selain La Maji
imnformasi lain juga diperoleh dari Bahri yang mengatakan bahwa dalam mengurus
sertipikat dibutuhkan kesabaran untuk menunggu karena sudah hampir setahun
sertiptkatnya  belum juga selesai. Beda lagi dengan hasil wawancara dengan
Baharuddin, dia rela membayar mahal agar sertipikainya bisa selesai dalam waktu 3(
tiga) bulan untuk itw Baharuddin membayar sebesar Rp3.025.000.

Mengenai masalah waktu yvang dimaksud disini adalah lamanya pengurusan
sertipikat berdasarkan hasil wawancara dengan Ros, Hasni, Annisa yaitu petugas
vang berada diloket pelayanan mereka mengatakan bahwa, kami sebagai
petugas/aparat yang langsung mengurus sertipikat tersebut tidak dapat mematok
waktuw/memberikan batas waktu apakah sertipikat anda bisa selesai dalam waktu 1
bulan, 2 bulan , 3 bulan karena sewakiu waktu bisa saja lebih dari waktu yang
disebutkan tadi. Menurut pengalaman kerja kami rata rata sertipikat bisa selesai

paling cepat 4 bulan, cepat /lambatnya sebuah sertipikat bisa terbit mulai dari

pemasukan berkas, hingga terbitnya sertipikat, pada dasarmnya tergantung dari
karena apabila berkas tersebut kurang lengkap maka pemeriksaan berkas
semua berkas telah terkumpul. Akan

sipemohon,
harus dipending dulw/dihentikan dulu sampai

tetapi bila semua berkas yang diserahkan oleh sipemohon telah lengkap maka proses

pemeriksaan berkas bisa dapat dilaksanakan sebelum panitia yang ditunjuk turun ke

lokasi. Menurut Ros petugas yang berada diloket pelayanan untuk lebih jelasnya
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sipemohon bisa melihat dipapan pengumuman yaitu mengenai  batas  wakitu

pelayanan maksimum tentang kegiatan kegiatan yang dilaksanakan sampai terbitnya
sertipikat,

Selain keluhan yang berupa masalah waktu salah satu yang menjadi keluhan
masyarakat dalam mengurus sertipikat adalah besamnya biaya pengurusan sertipikat.
Menurut Hasni petugas pada Loket 111 yait loket pelayanan keuvangan/pembayaran
mengatakan, seperti halnya mengenai waktu atau lama pengurusan sertipikat hingga
sertipikat tersebut bisa terbit, masalah vang/masalah pembayaran kami para petugas
juga tidak bisa memberikan patokan biaya, berapa besar biaya yang telah dikeluarkan
oleh sipemohon sampai sertipikat tersebut bisa terbit yang pastinya sebuah sertipikat
bisa dihargai sebesar Rp 3.000.000 bahkan bisa lebih. Menurut Hasni * jujur saja
pada prinsipnya kalau sertipikat anda ingin cepat sclesai otomatis anda harus
membayar lebih™, Pada dasarnya hampir disemua kantor Pertanahan pasti mempunyai
petugas yang tidak memiliki mental terpuji , dimana jumlah vang sogokan sebanding
dengan sebuah sertipikat. Menurut Hasni biasanya apabila sipemohon baru pertama
kali datang kekantor Pertanahan dan menanyakan kira kira berapa besamya biaya
yang harus dikeluarkan untuk mengurus sertipikat, maka petugas biasanya menyuruh
sipemohon untuk melihat langsung kepapan pengumuman dimana dipapan tersebut
telah tertera segala biaya biaya misalnya 1) Biaya pemeriksaan tanah, laporan
dan penelitian untuk tanah pertanian maupun untuk tanah non pertanian 2)

konstatasi,

Biaya tarif pelayanan pengukuran, pemetaan dan pendafiaran tanah untuk lokasi

pertanian maupun untuk lokasi non petanian. Selain kesulitan diatas masih terdapat
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pula kesulitan yang lain seperti kurang lengkapnya surat-surat tanah yang dimiliki
oleh pemohon, kesengajaan dari oknum aparat yang mempunyai mentalitas tak terpuji
karena karena siklus pertanahan belum berjalan scbagaimana mestinya, dan lain
sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat selaku
pemohon, seperti halnya yang diungkapkan oleh Bahar yang mengatakan bahwa
ketika dia baru sampai dipintu semua mata petugas kelihatan sinis, judes, sangat tidak
mencerminkan seorang aparat/petugas yang tugasnya melayani masyarakat. Lain lagi
yang diungkapkan oleh Solle para petugas tersebut sangat tidak mencerminkan
layaknya scorang petugas dan sangat tidak memegang prinsip 35 ( Senyum, Salam,
Sapa), justru terbalik kami selaku masyarakat/sipemohon terlalu banyak senyum,
sudah ratusan kali mengucapkan salam, dan sudah ribuan kali menyapa tetapi para
petugas yang berada di Loket bukannya membalas senyum, salam, dan sapa dari kami
sebaliknya mereka bahkan pura pura tidak mendengar dan tidak melihat kami, nanti
kami mengeluarkan suara dengan nada agak sedikit besar bﬂl‘l-lllﬂh petugas tersebut
man melayani kami, itupun dengan setengah hati dimana rasa tidak ikhlas itu
terpancar dari raut wajah mereka yang tidak pernah menampakkan senyum sekalipun,

justru memperlihatkan rasa malas. Menurut hasil wawancara dengan Suriadi yang

telah melihat dan mempelajari sikap para petugas/aparat dan mengatakan kami akan

segera dilayani dengan baik apabila kami memberikan vang yang biasa dikenal

dengan istilah “pembeli rokok”. Secara obyektif harus diakui pula bahwa tatacara

perolehan sertifikat hak atas tanah itu kini masih berbelit-belit dan sulit dipahami

; . h Sudirman melalui wawancara pada saat
orang awam seperti yang diungkapkan ol
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administrasi, loket pelayanan keuangan /pembayaran, dan loket penyerahan hasil.
Menurut Sudirman ketika dia memasukkan berkasnya terkadang ada yang kurang
dimata petugas ketika sudah lengkap pemohon disuruh menunggu dalam waktu yang
telah ditentukan oleh petugas. Pada saal kami datang untuk mengecek telah sampai
dimana prosesnya, terkadang para petugas mengatakan” berkas anda ada yang hilang
jadi kami harus mencarinya dulu, mungkin terselip diberkas pemohon lainnya, untuk
itu kami harus menghentikan pemeriksaan berkas anda sampai kami menemukan
berkas tersebut. Terkadang pihak BPN juga mengatakan * berkas anda sudah masuk
dibagian ini untuk itu ada berkas lain yang dibutuhkan lengkapi saja dulu berkasnya
haru akan dilanjutkan prosesnya. Adapun alasan lain yang biasa jadi senjata andalan
oleh petugas yaitu Pak inilah Pak itulah tidak ada ditempat sedangkan berkas tidak
dapat diproses apabila paraf Pak ini/paraf pak itu tidak ada. Menurut Sudirman
apabila kita ingin mengurus sertipikat kita harus bisa menjadi orang sabar karena
prosesnya terkadang sangat berbelit belit dan kalau kita tidak memiliki jiwa yang
antor tersebut. Harus diakui bahwa masalah masalah

sabar kita bisa mengamuk dik

diatas memang Sering terjadi dan kenyataan itu sering menimbulkan rasa enggan

terhadap masyarakat untuk mengurus sertipikat hak tanah tersebut bila tidak benar-

henar mendesak dibutuhkan. Sering pula dirasakan bahwa jumlah biaya, tenaga dan

waktu yang dikeluarkan untuk mEREUrus sertipikat hak atas tanah it kadang kala

tidak sebanding dengan manfaat langsung dari sertifikat hak tanah tersebut baginya.
i 5€
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Berdasarkan wawancara singkat dengan responden mengapa rata-rata hanya tanah
non pertanian yang mereka terbitkan sertifikatnya kerena mereka beranggapan bahwa
kalau lahan pertanian (sawah), jarang ada masyarakat yang bisa menggeser pematang
sawah mereka, akan tetapi kalau lahan Non pertanian berupa tempal tinggal banyak
terjadi kasus dengan cara memindahkan pagar halaman rumah mercka seperli yang

telah dialami oleh Hasan yang dulunya tanahnya berbentuk segi empat sckarang

sudah tidak beraturan lagi bentuknya.

Selanjuinya yang akan penulis bahas adalah proses penerbitan sertipikat hak
milik atas tanah adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saleha, 5.H Sekretaris
pada Kantor Pertanshan Kabupaten Pinrang mengatakan sebelum sertipikat
diterbitkan maka terlebih dahulu pemohon harus mendaftarkan tanahnya yang biasa
disebut dengan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali.

B. Pendaftaran tanah.
Pendaftaran tanah adalah Kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan

berkesinambungan yang meliputi pengukuran, pemelaan, pembuatan peta dasar

pendaftaran, penetapan batas bidang- bidang tanah , pembukuan hak dan lain-lain.

Dimana proses pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pendaftaran tanah secara sisternatik.

Pendafiaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendafiaran tanah untuk

kalinya yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek
pertama 1

3 '|.H.I'_|- & ah atau hﬂgiﬁ.ﬂ “’ilﬂ}"ﬂh suatu

de kelurahan Pendaftaran tanah secara sistematik didasarka pada suatu
g3 atau Ke +
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rencana kerja dan dilaksanakan d; wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri.

Karena pendafiaran tanah secara  sistematik dilaksanakan atas prakarsa
pemerintah, maka kegiatan tersebut didasarkan pada sualu rencana kerga yang

ditetapkan oleh menteri.

. Pendaftaran tanah secara sporadik_

Pendafiaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah
atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara sporadik dilaksanakan atas
permintaan pihak yang berkepentingan. Dalam proses penerbitan sertipikat hak
milik atas tanah adat, penulis akan membahas melalui proses pendafiaran tanah

secara sporadik.

Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan
perorangan atau massal dengan surat permohonan yang bentuknya sebagaimana
vang diatur dalam dengan surat permohonan yang bentuknya sebagaimana yang
diatur dalam permendgmﬁﬁaﬁfﬁ’ Ne.3/1997 yvang meliputi permohonan unfuk

melakukan pengukuran bidang tanzh untuk keperluan tertentu yaitu untuk

persiapan permohonan hak baru, untuk pemecahan/pemisahan/penggabungan

bidang tanah, dan untuk pengembalian batas dalam rangka konsolidasi tanah,

tanah
inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan
i ketentuan yang berlaku, untuk hal-hal lain dengan persetujuan pemegang
sesuai ke

ak. Untuk mendaftarkan hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana yang
hak. Untuk me
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dimaksud
imaksud dalam ketentuan pasal 23 PP 24/1997. Untuk mendafarkan hak lama

sebagaimana dimaksud dalam ketentyan pasal 24 PP 24/1997
Selanjutnya yang akan penulis bahas adalah bagaimana pelavanan pemerintah
dalam proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah adat secara sporadik.

1) Loket 1— Pelayanan informasi

Berdasf.-a;rkan hasil wawancara dengan Annisa selaku petugas loket |
mengatakan setiap permohonan yang diajukan harus disertakan dengan dokumen
casli untuk membuktikan hak alas tanah bidang tanah yang bersangkutan. Untuk
itu pemohon datang kekantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada loket [
yaitu loket pelayanan informasi untuk menanyakan berkas-berkas apa sajakah
vang harus diserahkan sebelum mendaftarkan tanah, kemudian petugas diloket [
akan memberitahukan syarat-syarat apa sajakah yang harus dilengkapi oleh
sipemohon. Proses selanjutnya apabila berkas sipemohon telah lengkap maka

pemohon menyerahkan berkas berkas tersehut yang diminta untuk proses

pendaftaran tanah. Adapun berkas berkas yang dimaksud adalah:

1. Surat permchonan dan surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan

9 |dentitas diri dari para pemilik tanah atau pemohon dan atau kuasanya ( untuk

perseorangan : fotocopy KTF dan KK yang masih berlaku)

3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan.

4. Bukti lainnya. Apabila tidak ad
fisik lebih dari 20

a sural bukti kepemilikan : surat pemyataan

tghun secara terus-menerus dan surat
penguasaan

=
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Loket Pelayanan Administrasi &
Menurut informasi yang
selanjutnya berkas Yang telah dimas
gyarat-syaral tersebut diang

pemohon untuk dilengkapi apabila si

keterangan kepala desg atau lurah disaksikan dua orang tetua adat atau

penduduk setempat.

. Burat pernyataan telah memasang tanda batas.

Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan,

Fotocopy SK lzin lokasi dan sket lokasi (apabila pemohon adalah badan
hukum)

Persyaratan tanda batas, bentuk dan ukuran luas di bawah 10 ha

a. Pipa besi, panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm

b. Pipa paralon diisi beton, panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 em

¢.  Kayu besi, bengkirai, jati, atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 em

dan bergaris tengah 7.5 cm.
d. Tugu dari batu bata atau batako dilapisi semen 0.20 m x 0.20 m tinggi

0.40 m.
e. Tugu dari beton, batu kali atau granit 0.10 m2 tinggi 0.5 m
f  Tembok-tembok atau pagar besi/beton/kayu.
Loket 11— Pelayanan Administrasi/ kegiatan teknis
Setelah berkas pendaftaran lengkap kemudian diserahkan ke Loket II yaitu
tau kegiatan teknis.
diperoleh melalui wawancara dengan ibu Ros kegiatan
ukkan ke Loket II akan diproses , apabila
gap belum lengkap maka akan dikembalikan ke

pemohon pada saat itu tidak berada ditempat

S

- "
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maka petugas akan menghubungi sipemohon melalui telepon, atau langsung ke
rumah sipemohon. Apabila telah dianggap lengkap maka petugas Loket 11 akan
menyusun panitia yang akan melakukan pengecekan lokasi . Apabila lokasi
tersebut betul-betul milik sipemohon maka akan diterbitkan surat tugas
pengukuran,
C. Kegiatan selanjutnya adalah pengukuran yang meliputi :

Pengukuran dan pemetaan

Berdasarakan hasil wawancara dengan Aan Munandar dan Dolo petugas dani
tim survey, pengukuran, dan pemetaan mengatakan untuk  keperluan
pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran yaitu
petugas pengukuran mempersiapkan berkas seperti surat tugas, gambar ukur (
tempat untuk mencatat hasil pengukuran) ketika petugas sampai dilapangan maka
diadakan pengecekan lokasi apabila lokasi tersebut dalam keadaan sengketa
maka tidak diadakan pengukuran sampai diperoleh jalan damai, pada saat
diadakan pengukuran pihak yang berbatasan dengan lokasi yang akan diukur
diharapkan hadir pada saat pengukuran berlangsung dan menandatangani batas-
batas lokasi, pada saat pengukuran telah selesal hasil pembacaan pengukuran
a data dipindahkan kedalam komputer dan dibuat dalam suatu

yang berup

i ah bar selesai
program yang bernama Autocad untuk digambar, setelah gambar selesai

kemudian diparaf oleh kasubsi survey, pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran

tanah setelah diparaf kemudian ditandatangani oleh kasi survey, pengukuran,

pemetaan, dan pendaftaran tanah. Apabila kegiatan pengukuran telah selesai
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maka selanjutnya adalah pemetaan yang meliputi pembuatan peta dasar

pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan

bidang-bidang tanah dan pembuatan pela pendaftaran, pembuatan daftar tanah,
pembuatan surat ukur.

Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran

Kegiatan pendafiaran tanah secara sistematik dimulai dengan pembuatan peta
dasar pendafiaran. Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah
pendaftaran tanah secara sistematik oleh Badan Pertanahan Nasional diusahakan
tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendafiaran tanah secara
sporadik.
Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahim, Anda, Muis yaitu petugas
Survey, pengukuran dan pemetaan mengatakan bahwa bidang-bidang tanah yang
akan dipetakan, diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut
keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang
hersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data fisik yang diperlukan
pendaftaran tanah. Dalam penetapan batas bidang tanah diupayakan penataan

batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan

oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Berdasarkan penunjukan batas

g hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui
ac tanah vang berbatasan, maka Kepala Kantor

oleh pemegan
oleh para pemegang hak al
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Pertanahan melakukan penetapan batas bidang tanah yang sudah dimiliki dengan
suatu hak ( yang belum terdafiar atau sudah terdafiar tetapi belum ada surat ukur
/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi
dengan keadaan yang sebenarnya),

Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan
sesuai dengan ketentuan tersebut di atas atau atas penunjukan instansi yang
berwenang. Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Kepala Kantor
Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang alau bidang-bidang tanah yang
telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. Persetujuan
penetapan batas dituangkan dalan suam berita acara yang ditandatangani olech
para pihak yang memberikan persetujuan.

Menurut H.M Jufri Chalik,S.HM.H mengatakan jika dalam penetapan batas
bidang-bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah wyang berbatasan,
pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan
batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang
tanah yang bersanghkutan. Jika pada waktu yang telah ditentukan, pemegang hak
& bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan

atas tanah yan

tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya untuk

sementara  dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya

merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan. Berdasarkan

Keadaan-keadaan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah
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secara sporadik membuat berita acara mengenal dilakukannya pengukuran

sementara, termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau

ketidak hadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan,

Disebabkan pengukurannya bersifat sementara, maka dalam gambar ukur
hasil pengukuran sementara tersebut dibubuhkan catatan atau tanda yang
menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut merupakan batas-batas
sementara yang dapat diubah setelah adanya kesepakatan melalui musyawarah
mengenai batas-batas yang dimaksud atau diperoleh kepastiannya berdasarkan
putusan pengadilan vang telah memperoleh kekvatan hukum tetap, maka
diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendafiaran yang
bersangkutan.

Loket I11— Pelayanan Administrasi keuangan/ pembayaran

Apabila kegiatan pengukuran telah selesai maka sipemohon dapat
menyelesaikan biaya pengukuran yang terdapat di Loket IIT yaitu pelayanan
administrasi keuangan/pembayaran, demikian yang diungkapkan oleh Ros.
petugas sub bagian Hak-hak atas tanah mengatakan jika

Menurut Rahman

masalah pembayaran telah selesai kegiatan berikutnya adalah pengumpulan dan

penelitian data yuridis bidang tanah.

a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak

bersangkutan menurut ketentuan vang berlaku apabila pemberian hak
yang

tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan.




- Ash akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak

milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna
bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik

- Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan
oleh pejabat yang berwenang

- Tanah wakaf dibuktikan dengan akia ikrar wakaf

- Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan

-Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak
tanggungan

b. Pembuktian hak lama

- Untuk keperluan pendafiaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi
hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak
tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan
yang bersangkutan yang kadar kebenarannya olech Kepala Kantor Pertanahan
dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar
hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

- Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembulktian,
pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik

bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih
1

berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan  pendahulu-
secara

pendahulunya, dengan syarat
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Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka
oleh yang bersangkulan  sebagai yvang berhak atas tanah, serla

diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

2.  Penguasaan tersebut baik sebelum mapun selama pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 PP 24/1997 tidak
dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan
yang bersanghkutan atau pun pihak lainnya.

- Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 24
PP 24/1997 dilakukan pengumpulan dan per-:elilia.n data yuridis mengenal
bidang tanah yang bersangkutan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

- Hasil penelitian alat-alat bukti dituangkan dalam suatu daftar isian.

D. Penegasan konversi dan pengakuan hak
Kegiatan selanjutnya adalah penegasan konversi dan pengakuan hak.

Tapi menurut Ismail sebagai Kepala seksi Hak-hak atas tanah beserta Iwan

Eﬂbﬂgﬂi mggm_ﬂ mﬂngﬂ_{ﬂkﬂl‘l SEEIEZILI.]'H kﬂgiﬂlﬂ.ﬂ tErE-Ehut dilakukan ]:Femﬂhf}lﬂ

terlebih dahulu melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh pihak BPN

untuk dapat melakukan kegiatan tersebut. Adapun berkas-berkas yang

dibutuhkan dan harus dilampirkan oleh pemohon yaitu

1. Surat permohonan

5. ldentitas diri pemohon dan atau kuasanya ( fotocopy KTP dan KK yang

masih berlaku)

7. Surat kuasa jika permohonannya dikuasakan
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4. Bukti perolehan kepemilikan tanah disertai :

Pernyataan pemohon bahwa telah menguasai secara fisik selama 20 tahun
terus menerus, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh
Kepala Desal Lurah, keterangan Kepala Desa/Lurah dengan saksi 2 orang
tetua adat/ penduduk setempat yang membenarkan penguasaan tanah
tersebut,

3. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan

Apabila berkas vang diserahkan oleh sipemohon dianggap belum
lengkap maka petugas akan memberitahukan kepada pemohon untuk segera
melengkapi berkas tersebut, akan tetapi apabila bekas tersebut dianggap
telah lengkap maka dilanjutkan ke kegiatan yang berupa penegasan konversi
dan pengakuan hak. Berdasarkan Berita Acara pengesahan data fisik dan
data yuridis dilaksanakan kegiatan:

a. Hak atas bidang tansh yang alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat
bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun
pernyataan yang bersangkutan tanghnya dikuasai oleh sipemohon atau
oleh orang lain berdasarkan persetujuan pemohon, oleh Kepala Kantor

Pertanahan ditegaskan konversinva menjadi hak milik atas nama

pemegang hak yang terakhir dengan memberi catatan tertentu,

b. Hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah

dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun oleh Kepala
1

K Pertanahan diakui sebagai hak milik dengan memberikan catatan
antor
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tertentu.  Untuk pengakuan hak tidak diperlukan penerbitan surat

keputusan pengakuan hak,
E. Pemohonan pendaftaran SK pemberian hak.

Kegiatan selanjutnya adalah permohonan pendaftaran SK pemberian
hak, akan tetapi sebelum kegiatan tersebut dilakukan pemohon terlebih
dahulu harus kembali melampirkan berkas-berkas yang diminta oleh
petugas untuk kegiatan tersebut . Adapun berkas-berkasnya atau persyaratan
vang harus dipenuhi yaitu :

1. Surat permohonan
2. Identitas pemohon dan atau kuasanya, jika perorangan fotocopy KTP
3. Surat kuasa jika dikuasakan

Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah

-

Jika semua berkas mulai dari awal pendaftaran dianggap lengkap
maka dibuatlah susunan Panitia yang disebut dengan Panitia Pemeriksa
Tanah “A"(PPTA). Adapun susunan PPTA vaitu sebagai berikut.

|. Kepala Seksi Hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah sebagal ketua dan

anggota
Kepala Seksi Survey, pengukuran, dan pemetaan sebagai wakil dan

anggota

3. Kepala Seksi pengaturan dan penataan pertanahan sebagai sekertaris dan
5 | =

anggola
4. Lurah
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3. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak-hak atas tanah sebagai anggota
Tim ini bertugas untuk mencliti atau memeriksa semua data-data fisik
dan data yuridis atas tanah yang didafiar. Hasil pemeriksaan tuangkan dalam
suatu berita acara yang disebut risalah PanitiaA" yang berisi

RISALAH PANITIA

1. Status tanah

2. a Riwayat tanah

b.Keadaan tanah

3. Kesimpulan darn PPAT
Yang kemudian di lanjutkan ke Notulen Rapat Panitia Pemeriksa Tanah
«A" Apabila kegiatan diatas telah selesai dan dianggap telah memenubhi
syarat untuk diterbitkan maka kesimpulan Panitia "A"™ bahwa tanah
tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan Haknya, selanjutnya
setelah pelaksanaan penelitian selesal kemudian berkas data fisik ( Surat

Ukur) dan data Yuridis dikumpulkan dalam 1 (satu) berkas dengan

Risalah Panitia “A” untuk diproses penerbitan surat keputusan pemberian

haknya yang diproses dalam pembukuan hak .

Hak atas tanah , hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak mlik atas

tuan rumah susun didaftar dengan hak milik satuan rumah susun didaftar
249

dengan membukukannya dalam buku tanah. Dalam buku tanah tersebut
rcantum data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan
te

bila ada surat ukurnya maka dicatat pula pada surat ukur tersebut.
apabila

i
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Bukti bahwa hak beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang

diuraikan dalam surat ukur secarg hukum telah terdafiar menurut PP

pendaftaran tanah adalah dengan dilakukannya pembukuan dalam buku

tanah serta pencatatannya pada surat ukur. Pembukuan hak dilakukan

berdasarkan alat bukti dan berita acara pengesahan. Berdasarakan hasil

wawancara dengan Johamran Kepala seksi sengketa, konflik dan perkara

petanahan mengatakan atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan

hak atas bidang tanah vang:

a) Data fisik data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang

disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut

ketentuan pasal 29 ayat (1) PP 24/1997

b) Data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan

c)

pembukuannya dalam buku tanah denpan catatan mengenai hal-hal
yang belum lengkap, catatan ini dihapus apabila : telah diserahkan
tambahan alat pembuktian yang diperlukan atau telah lewat 5 ( lima)

tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai

data yang dibukukan

Data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan

gugatan kepengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah

dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak

g keberatan diberitahukan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk
yan

 kan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan
menga)
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dalam waktu 90 hari dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan
tersebut. Catatan dihapus apabila telah diperaleh penyelesaian secara
damai antara pihak-pihak yang bersengketa, atau diperoleh putusan
Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, atau setelah dalam waktu 90 hari
sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis tidak digjukan gugatan
metlirenai sengketa tersebut ke Pengadilan

Data fisik dan atau data yurdisnya disengketakan dan diajukan gugatan
ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status
Quo dan tidak ada putusan penyitaan dari pengadilan, dilakukan
pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya
sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan, catatan dihapus
apabila telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak
yang bersengketa, atau diperoleh putusan pengadilan mengenal

sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap.
Data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke

pengadilan seria ada perintah untuk status Quo antara  putusan

penyitaan dari pengadil
nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang

an, dibukukan dalam buku tanah dengan

mengosongkan

§ mencatat di dalamnya adanya sita atau perntah
disengketakan seria

tatus Quo tersebut. Penyelesaian pengisian buku tanah dan
5
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A

penghapusan catatan adanya sita atau perintah status Quo dilakukan
apabila : setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-
pihak yang bersengketakan , atau diperoleh putusan Pengadilan
mengenai  sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status Quo dari
pengadilan. Demikianlah yang dikemukakan oleh Pak Johamran,
F. Penyerahan hasil kegiatan
Penyerahan hasil kegiatan yang dimaksud disini adalah penerbitan
sertipikat, dimana yang mengurus penyerahan hasil kegiatan tersebut adalah
petugas diloket IV.
4)  Loket IV— Pelayanan/penyerahan hasil
Apabila proses pembukuan telah selesai maka kegiatan selanjutnya
adalah proses Penerbitan Sertipikat, Sertipikat  diterbitkan untuk
kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan
data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Jika di dalam buku tanah
terdapat catalan-catatan menyanghkut data yuridis, atau data fisik maupun

data vyuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan vang

hersangkutan dihapus.
Sertipikat hanya boleh
buku tanah yang bersanglkutan sebagai pemegang hak atau

chnya. Mengenai hak atas atau hak

diserahkan kepada pihak yang namanya

tercantum dalam
kepada pihak lain yang dikuasakan ol

lik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau
milik &
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badan hukum diterbitkan saty sertipikat, yang diterimakan kepada salah satu
pemegang hak bersama  atas penunjukan tertulis para pemegang hak
bersama yang lain,

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak vang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridisnya yang termuat
di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang tersebut sesuai
dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak vang
bersangkutan. Apabila sertipikat telah siap diberikan kepada sipemohon
maka sebelum sertipikat tersebut diserahkan sipemohon terlebih dahulu
menyelesaikan segala biaya-biaya di Loket 111 yaitu pelayanan administrasi
keuangan/pembayaran. Menurut Hasni yaitu petugas pada loket IV apabila
sipemohon telah menyelesalkan segala biaya-biaya di Loket IIT maka
sipemohon dapat ke loket [V yaitu Loket pelayanan/ peyerahan hasil
(Penerbitan sertipikat Hak Milik atas Tanah) untuk mengambil sertipikatnya

Dengan terbitnya sertipikat hak atas tanah yang dimohonkan maka

secara  yuridis formal mempunyai kedudukan dan kepastian hukum,

sehingga dapat dilakukan perbuatan-perbuatan hukum secara mudah dan

nimbulkan keraguan terhadap status tanah yang dimaksud tersebut,
lanpa me

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saleha, 5.H yang mengatakan

i ; i atas tanah
S 2 ang diatas, secara singkat pendaftaran
dari uraian yang begitu pan]
: 14 ielasan yang singkat dibawah ini.
dapat dilihat dalam penj
untuk pertama kali
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Pejabat !rﬂﬂl:lgag

Petugas Loket, kegiatannya

Menerima dan meregister permohonan hak di agenda tata usaha
Membuat Surat Perintah Stor (SPS) dan menerima pembayaran
Memberi tanda terima berkas permohonan hak yang lengkap ( di 405)
Menyampaikan berkas permohonan hak ke Kasubsi Penetepan hak
tanah

Kasubsi Penetapan Hak atas Tanah

Mempelajari dokumen

Melaksanakan koordinasi dengan kasi survei, pengukuran, dan
pemetaan untuk merencanakan kegiatan pemeriksaan tanah “A” ke
lapangan bersama petugas ukur

membuat disposisi petugas pelaksana/stafl pengelola

Petugas pelaksana / staf pengelola, kegiatannya:

Menggandakan berkas permohonan

Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik
Menyerahkan berkas kepada Panitia “A” untuk meneliti dan mengecek
celengkapan berkas meliputi data fisik dan data yuridis

Membuat konsep surat penolakan kepada pemohon
Membuat konsep Sk

tar usulan ke BPN kanwil provinsi Sul-Sel (
Membuat surat pengan

jika dibutuhkan)

i i i
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4. Kasubsi penetapan hak atas tanah

- Paraf Konsep surat
- Paraf Konsep SK
Paraf surat pengantar ke BPN kanwil provinsi Sul-Sel

3. Kepala scksi hak atas tanah dan pendafiaran tanah

- Paraf konsep surat

- Paraf konsep surat penolakan i
-  Paraf konsep SK
- Paraf konsep usul/pengantar ke BPN kanwil provinsi Sul-Sel
6. Kepala Kantor Pertanahan

- Tanda tangan surat permintaan kelengkapan / penolakan
- Tanda tangan SK pemberian Hak
- Tanda tangan surat pengantar ke BPN Kanwil provinsi Sul-sel

7. Kepala urusan umum dan kepegawaian

. Memberi tanggal dan nomor sural

Member tanggal dan nomor SK pemberian hak

Pada dasarnya semua bentuk pelayanan dalam proses penerbitan

sertipikat sama karena berpatokan pada Peraturan-peraturan dan Undang-

ertanahan, seria apa yang disebu
yanan Pertanahan) yang membedakan hanyalah dari segi

t SPOP (Standar Prosedur
undang p

Operasional dan Pela

perorangan/aparatnyd. akan tetapi apabila be

BPN dalam hal mengenal

rhicara masalah tranparansi pihak Ay

masalah data fisik selalu bersifat transparan, apalag)
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dibagian yang paling penting dalam HiGieS perevtstin sertipkat vadti pada
saat dilakukan pengukuran untuk itu semua pihak pihak yang berbatasan
dengan tanah yang dimohon harus datang memberikan kesaksian. Selain itu
pihak BPN juga masih memegang azas dalam pendaflaran tanah yaitu Azas
aman dan terbuka, aman bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan secara
teliti dan cermat, dan terbuka maksudnya adalah bahwa pihak BPN selalu
memberikan data data wvang sesuai dengan yang ada dilapangan dan
masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data setiap saat. Menurut
informasi yang diperoleh dari seorang masyarakat selaku pemohon bahwa
pihak BPN masih transparan mengenai data data yang berhubungan dengan
keadaan yang ada dilapangan dan bagaimana proses terbitnya sertipikat, tetapi
kalau mengenai soal biaya biaya kami tidak tahu pastinya karena terkadang
ada biaya biaya tambahan dan pihak BPN sangat sensitif dengan masalah

biaya.

Sampai sekarang masih ada kendala yang dihadapi oleh pihak BPN

dan perlu diperhatikan yaitu masalah sosialisasi tentang Proses Fencrbitan
per

Sertipikat. Salah satu pihak yang sangat berperan penting dalam proses

erbi sertipikat adalah pihak BPN itu sendiri. Mengapa pihak BFN
penerbitan _

; ka harus mensosialisasikan sebenarnya
sangat berperan pen

i dan bagaimana proses penerbitan
. . ceherapa penting
sertipikat itu ap3,

sertipikat itu senditi:

-
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Salah satu kegi i
satu kegiatan penting yang secara langsung ikut menentukan

keberhasilan tupas dari aparat/pihak BPN adalah penyuluhan pertanahan
khususnya peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan sertipikat,
penyuluhan hukum pertanahan ini sangat penting mengingat  bahwa
perkembangan dalam kehidupan menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa
pemahaman hukum dan kesadaran hukum pertanahan oleh warga masyarakat
tidak berkembang sebagaimana mestinya. Menurut hasil wawancara dengan
Udin mengatakan bagaimana masyarakat yang lain tertarik dan mau mengurus
sertipikat kalau mereka sendiri tidak tahu atau dengan kata lain mereka masih
awam dengan masalah pertanahan, untuk itu kami sangat mengharapkan pihak
RPN untuk mensosialisasikan melalui penyuluhan tentang apa itu sertipikat,
fungsinya, dan bagaimana proses penerbitannya, barangkali yang dahulunya

kami tidak pernah mendengar penyuluhan tentang Pertanahan kalau perlu tiap

bulan diadakan.

aMenurut hasil wawancan dengan Oktovien Kasi pemberdayaan

¥ rtanahan mengatakan bahwa
masyarakat dan johamran Kasi zengketa pe nga

menyelenggarakan penyuluhan hukum pertanahan kepada masyarakat luas

an metode penyuluhan haru
an mAasing masing. Pola metode penyuluhan

permahamannya bukan hal yang mudah dan

d slah sesvai dengan tingkat
ringan, pola

pemahaman dan penangkap
g sedang kami lak
angsung dengan Warga.

canakan saal sekarang ini masth
hukum pertanahan yan

melaksanakan penyuluhan secar?
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e

Batas waktu pelayanan maksimum

Berdasark i :
arkan data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Pinrang mengenai batas waktu pelayanan maksimum pendaftaran tanah adalah

gghagai berikut:

Tabel 1% Batas waktu pelayanan Pendaftaran tanah

NO URAIAN PELAY BATAS
ANAN WAKTU hEL
A. | BIDANG PENGUKURAN Batas waktu tersebut
DAN PEND. TANAH dihitung sejak tanggal
1. | Pengukuran dan pemetaan 25hari kerja [di 404 A kecual
2. | Pend. Tanah, pengakuan hak dan | 120 hari kerja | diperlukan
penegasan hak.
3. | Pemecahan sertifikat 35 hari kerja
4. | Pemisahan sertifikat 35 hari kerja
5. | Penggambungan sertifikat 35 hari kerja
6. | Pengembalian batas 30 hari kerja
7. | Peralihan hak 20 hari kerja
8 Hak tanggungan 7 hari h:r_lﬂ
B. | BIDANG HAK-HAK ATAS Batas waktu tersebut
TANAH . dihitung y:]nl:: tgl di
1. | Penerbitan surat keputusan 38 hari kerja z?; :utﬁu:l a:n -
pemberian hak atas mah; 21 hari kerja | dan tidak dalam
2. | Pemberian perpanjangan sepgketi
peningkatan hak diast ' Batas wakiu tersebut
€. | BIDANG PENGATURAN Contupobmng
TANAH D
PENGUASAAN 30 hari kerja | 404 A kecuali
- fusan o B
1. | Penertiban surat kepu diperlukan tambahan
pmbcﬂﬂﬂhﬂk“*ﬂ““‘ma‘sm 16 hari kerja | dan tidak dalam
2. | Aspek pengaurat pengy sengketa
tanah ey Batas waktu tersebut
5 TBIDANG PENATAGUNAA dihitung sejak tgl di
TANAH 125 hari ketja | 404 A kecuali
1. | Izin lokasi i 5 hari kerja | diperlukan tambahan
9. | Informasi peta tata gun@ g 5 hari kerja | dan tidak dalam \
3, | Aspek penatagunasn s sengketa '
e ] Tahun 2007 '
Sumber : SK(Surat Keputusan) KBPNN



Biaya pemeriksaan tamah, laporan konstatasi dan penelitian untuk tanah

pertanian dan non pertanian

Dibawah ini adalah data mengenai biaya-biaya dalam proses pendaftaran

tanah yang meliputi pemeriksaan tanah, laporan konstatasi dan penelitian tanah, baik

untuk tanah pertanian maupun untuk tanah non pertanian. Data ini diperoleh dari

Kantor Badan Pertanahan Masional Kabupaten Pinrang

Tabel 16 Biaya dalam Proses Pendaftaran Tanah

F

Perianian Mon Pertanian
No Jenis Kegiatan Luas (ha) | Luas (ha) | Luas (ha) IE::; T E——
0-2 =25 =5 (-600 =G00-5000 > 50010
1} | Pemeriksaan Tanah
[EAE L
a. | Perkotaan 306 000 | 459.000 918.000 306,000 | 45%.000 9
desaan £3.000 2249 500 153,000 | 229500 153000
b e : 459,000
¢ | Sistematik Massal | 61.200 91.800 61.200 | 91,800 183600
183.600
2) Tim Peneliti Tanah
Perkotaan 306,000 | 459.000 |918.000 | 306.000 | 435.000 918.000
a. 3
b. | Pedesaan 153.000 226 500 459,000 153.000 | 229.000 133.000
- LI
91.800 61200 | 91.000 183,
¢. | Sistematik Massal 62.200 183,600 _.J

T B,
Sumber : SK ( Surat Keputusan) Gubemur
Tanggal 14 MNovember

SUL-SEL No.766/XV/Tahun 2005
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tarif  pelayanan pengukuran  dan  pemetaan

pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang

Tabel 17 Tarif lokasi non pertanaian

Luas Garadasi Tarif Pelayanan dan Pemetaan Bid. Tanah
() Sporadik Sistemaiik Pengembalian Batas Peta
] 5 : Situasi i_t.engkap
001-500 171 500 33 550 AT
501-550 182.600 141.100 282 200
3531-600 193 400 149450 298 900
601-650 204,000 157.650 115300
651-700 214.400 165,720 331.440
701-750 224.600 173.600 347.200
751-800 234.700 181.350 362.700
201-E50 244,600 189.050 378.100
851-900 254 300 196.600 393.200
901-950 264.100 204.050 408.100
951-1000 273.600 211.450 422 900
1001-1100 292 400 225950 451,900
1001-1200 310.850 240.200 480.400
1201-1300 328,950 254150 508.300
1301-1400 346.750 267,950 535.900
1401-1500 364.300 281.500 563.000
1501-1600 381.650 294.900 589.800
1601-1700 398.750 308.150 616.300
1701-1800 415,700 321.100 642400
1801-1900 432.450 334,200 668400
1901-2000 449 050 334700 694000
30.38-2007

Sumber :SK (Surat

Keputusan) KBPN RLNo SK 2-1

L]

——

!



Berikut ini adalah tarif pelayanan pengukuran, pemetaan dan pendafiaran tanah untuk

lokasi pertanian y
k

Tabel 18 Tarif Lokasi pertanian

Luas Garadasi Tarif Pelayanan dan Pemetaan Bid. Tanah
(m”) Sporadik Sistematik 1 Pﬂﬂgﬁ:mhﬂliﬂn Batas Peta
] 3 ; Situasi :,.engkap
AR 226.000 169,500 339.000

5001-10000 347.000 297.500 505,000 !
10001-15000 558,000 418.500 837.000 |
15001-20000 716.000 539,500 1.073.000
20001-25000 870,000 625.000 1.304.004)
25001-30000 1.022.000 766.000 1.532.000
30001-35000 1.172.000 879,000 1. 758.000
35001-40000 1.321.000 990.500 1,981 000
40001-45000 1.469.000 1.102.000 2.204 000
45001-50000 1.616.000 1.212.000 2.424.000
S0001-55000 1.763.000 1.322.000 2,644 000
55001-60000 1.909.000 1.431.500 2.863.000
G0001-65000 2,054,000 1.540.000 3.081.000
65001-70000 2.199.000 1.645.000 3.298.000
70001-75000 2,343.000 1.757.500 3.515.000
T5001-RO0D00 2.487.000 1.865.000 3,730,000

Giiss s 2 631.000 1.973.000 3.946.000
85001-90000 2.774.000 2.080.500 # ':;-:i
90001-95000 2.917.000 ;-Eji :jag:ﬁm}
95001-100000 3.059.000 |

51 RI No. SK 2-130.38-2007

Sumber - SK (Surat Keputusan) KB
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Faktor-
4.3 Faktor-faktor pPendukung dan penghambat dalam proses penerbitan

Sertipikat Hak Milik atas Tanah Adat
Dalam hal pengurusan Sertipikat sebagai salah satu bukti hak pada Kantor

Pertanahan bukanlah salah satu hal yang mudah baik bagi para pemohon ataupun

dalam proses pelaksanaan penerbitan sertipikat itu sendiri. Berdasarkan selama

Penelitian selama sebulan selain mempunyai faktor pendukung juga mempunyai

faktor penghambat dalam proses pelaksanaan penerbitan sertipikat

Beberapa Faktor pendukung dalam proses penerbitan sertipikat

a. Kesadaran oleh pemilik tanah akan pentingnya legitimasi hukum terhadap
hak atas kepemilikan tanah.

b. Usaha pemerintah dalam bentuk Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat akan
arti pentingnya memiliki sertipikat sebagai bukti atas kepemilikan tanah,
meskipun sosialisasi tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan lancar,

¢. Adanya Program pemerintah untuk memudahkan dalam proses pengurusan

sertifikat yang disebut dengan PRONA.

Beberapa faktor penghambat dalam proses penerbitan sertipikat

a. Faktor teknis Agraria

Faktor yang bersifat teknis Agraria yang menyebabkan pelaksanaan penerbitan

diselesaikan secara mantap dan tuntas disebabkan karena

sertipikat belum dapat
kurangnya atau terbatasnya gumber Daya Manusia dan tenaga pelaksana survey,
uk tenaga ahli dibidang pemetaan serta
fiaran tanah, termas
pengukuran dan Penda

. sriti kantor Pertanahan seperil sarana peta
ana Yang dimiliki
terbatasnya sarand dan prasaf
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kurang le \
g lengkap, terbatasnya peralatan teknis yang diperlukan jika dibandingkan

dengan pekerjaan yang ada,

b. Faktor Non Teknis

1. Masyarakat biasanya beranggapan dalam pembuatan sertipikat itu sulit dan

harus membayar mahal,

2. Banyaknya calo-calo baik dari pihak BPN sendiri maupun dari masyarakat
luar, sehingga masyarakat malas untuk mengurus sertipikat ke Kantor
Pertanahan dan mereka lebih sering senang melalui calo walaupun harus
membayar mahal asalkan sertipikat mereka cepat terbit.

3. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti penting dari
sertipikat itu sendiri. Kurangnya penyuluhan terhadap masyarakat awam yang
kurang mengetahui proses dan fungsi sertipikat.

4. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, proses penerbitan sertipikat meliputi
pendaftaran dan pengukuran, dimana biasanya diproses pengukuran inilah
selain memerlukan biaya juga sering memakan waktu yang relatif lama.

Demikianlah beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses

penerbitan sertipikat hak milik atas tanah adat.




BAB YV
PENUTUP

Dalam Bab bab sebelumnya telah diuraikan berbagai hal yang berkaitan
dengan Pelayanan pemerintah dalam proses penerbitan sertipikat hak milik atas
tangh Adat. Semuanya diperoleh berdasarkan pada hasil penelusuran lewat buku
buku yang berkaitan dengan materi dan hasil wawancara yang dilakukan oleh

penulis. Oleh karena itu sampailah pada pembahasan terakhir yang menampilkan

kesimpulan dan saran

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian tentang pelayanan pemerintah dalam proses penerbitan

sertipikat hak milik atas tanah adat maka penulis mencoba menank kesimpulan

sebagai berikut :

|, Pelayanan pemerintah dalam proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah

adat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaanya belum

dapat dikatan berhasil itu dikarenakan

a. Sikap dan perilaku para petugas BPN yang dianggap kurang ramah terhadap

para pemohon yang datang ke Kantor BPN
b. Pemerintah Yyang dimaksud disini adelah pihak BPN yang kurang

berik p-enjq.ilullan kepada masyarakat tentang arti pentingnya memliki
mem an

sertipikat. N
liar diluar dari pada ketentuan yang

. tan-pungutan
. Masih banyaknya pungu

telah ditetapkan oleh Pemerintah.

—

w -
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2.  Dalam P : 45
roscs penerbilan sertipikat hak milik atas 1 bowdie i Kobugetsn

Pinrang masih memilikj hambatan terutama biaya pendafiaran serta sarana

q :
af prasarana yang tersedia kurang memadai juga tenaga pelaksana yang

masth kurang, tetapi berkat kepedulian petugas BPN di Kabupaten Pinrang
yang telah mulai memberikan penyuluhan dimasyarakat serta adanya
penambahan sarana dan prasarana yang ditunjang dengan tenaga pelaksana
yang khusus menekuni bidang tersebut seperti halnya mahasiswa vang berasal
dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) khususnya D1 pengukuran

dan pemetaan. Sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat sedikit diatasi,

5.2 Saran
Untuk dapat menciptakan Catur Tertib pertanahan yang lebih akurat, maka

penulis akan mengemukakan beberapa pertimbangan dan saran-saran antara

lain :

| Seyogyanya pemerintah dalam hal ini Badan Pertanshan Nasional lebih

mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan-penyuluban hukum pertanahan

terpadu dan terarah kepada masyarakat melalui media elekironik
secara te

perti Televisi maupun radio-radio, serta melalui surat kabar sehingga
seperti

:jesa hisa mendapatkan informasi tentang
masyarakat Yyang berada di

pertanahan walaupun tidak langsung berhadapan

3 Perlu peningkatan Sumber

dengan pihak BPN.

Daya Manusia aparal pelaksanan, maupun

masyarakat itu sendiri.

- dan koordinasi yang baik antara
: kerja sama
pemngkﬂtﬂ“

3, Mengupayakan




aparat
parat pelaksana, lurah, camat, PPAT, dan aparat pelaksana dari kantor

pertanahan maupun dengan sipemohon ity sendir.

Mengupayakan penambahan peralatan-peralatan teknis yang belum ada atau

masih kurang, puna lebih mengaktifkan dan mengintensifkan pelaksanaan

program kerja yang direncanakan,

5. Pemerintah hendaknya lebih tegas lagi dalam hal ini pemerintah harus
memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah melakukan pungutan liar !
dengan kedok pembayaran ini itu yang belum terdafiar dalam Peraturan |
Pemerintah ataupun Undang-undang. Sanksi yang diberikan bisa berupa
mutasi kalau perlu pemecatan langsung secara tidak terhormat karena dengan
begitu bisa saja pihak-pihak yang sering melakukan pungutan liar bisa merasa
maly dan terdorong untuk tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan
orang lain dan tidak mencoreng nama BPN pada khususnya.

Demikianlah sedikit saran dari penulis untuk para aparat yang berhubungan

langsung dalam Pelayanan Pemerintah dalam Proses Penerbitan Sertipikat Hak Miltk

atas Tanah Adat.
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